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ABSTRAK

Peramalan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah, Studi
Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ferdinandus Tagung

Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2001

Tujuan dari penulisan Skripsi adalah untuk mengetahui sejauh mana
perkembangan Pendapatan Daerah dari tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan
tahun anggaran 1998/1999 dan bagaimana peramalan Pendapatan Daerah untuk tahun
anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2004/2005.

Penelitian dilakukan di Instansi Pemerintah yaitu Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selama bulan Mei
sampai dengan bulan September 2000.

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik trend garis lurus,
untuk meramalkan perkembangan pendapatan daerah dari tahun anggaran 1999/2000
sampai dengan tahun anggaran 2004/2005.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perkembangan Pendapatan
Dacrah Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun
Anggaran 1993/1994 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999 selalu mengalami
peningkatan/kenaikan dan peramalan Pendapatan Daerah untuk tahun-tahun
mendatang mengalami kecenderungan naik.

Vi



ABSTRACT

Prediction of the regional revenue the coming with respect to regional autonomy,

Case Study at Sleman District, Daerah Istimewa Yogyakarta

Ferdinandus Tagung
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2001
The objective of this thesis was to study the development of the local revenue
receipts for the fiscal period of 1993/1994 up to 1998/1999 and the prediction of local
revenue receipts for the period of 1999/2000 up to 2004/2005
For data analysis, the research used the straight line trend method. This
method was employed to obtain the prediction of the local revenue receipts for the
annual budget of 1999/2000 up to 2004/2005
The research result showed that the local revenue receipts in the district
Sleman of province Daerah Istimewa Yogyakarta from fiscal period of 1993/1994 up
to 1998/1999 showed a continuous increase, while the and prediction of the local
revenue receipts for the following years showed a tendency to increase for the fiscal

period of 1999/2000 up to 2004/2005
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara besar dan luas yang terdiri dari beribu-ribu
pulau dan bermacam-macam adat istiadat yang dianut oleh masyarakatnya.
Menyadari besar dan luasnya wilayah Indonesia maka tidak mungkin seluruh
urusan negara dapat diselesaikan oleh alat-alat perlengkapan pemerintah pusat. Di
samping alat-alat perlengkapan Pemerintah Pusat perlu diadakan alat-alat
perlengkapan pemerintah daerah yang disebarkan di seluruh wilayah negara untuk
menyelesaikan urusan-urusan yang terdapat di daerah. Apabila disimak ketentuan
pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, dapat disimpulkan
bahwa ketentuan tersebut menghendaki adanya daerah otonom di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan salah satu sarana dalam
rangka usahanya untuk menciptakan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara yuridis konstitusional, di dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945 dengan jelas ditegaskan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak dikehendaki adanya negara di dalam negara, dengan demikian
daerah merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari
aspek politis, di dalam Negara Kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan yang
berdaulat, yang dipegang oleh pemerintah pusat. Untuk itu agar daerah dapat

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri maka daerah oleh pemerintah



pusat diberi otonomi. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aépirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemrintahan Daerah, 1999:12).
Meskipun otonomi mengandung prinsip adanya berprakarsa dan berinisiatif,
namun pelaksanaan berprakarsa dan berinisiatif tetap dalam kerangka negara
kesatuan. Sebab dipandang dari segi yuridis maupun politis, keberadaan daerah
tidak dapat dilepaskan dari pemerintah pusat. Untuk terlaksananya otonomi sejak
tahun 1999 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang
mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah (Dengan
otonomi yang dimiliki daerah maka, pemerintah daerah mempunyai hak,
kewajiban dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri).

Akan tetapi dalam mengurus rumah tangganya, daerah tidak bebas sebebas-
bebasnya. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah hanya dapat mengatur dan
mengurus rumah tangganya sesuai dengan urusan-urusan tertentu yang oleh
pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diatur dan diurus
sebagai rumah tangganya sendiri. Oleh sebab itu terhadap urusan-urusan yang
tidak diserahkan kepanya, pemerintah daerah tidak punya hak untuk mengatur dan
mengurusnya. Urusan tersebut tetap menjadi hak pemerintah pusat.

Penyerahan setiap urusan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan harus

dipertimbangkan:



1. Apakah sesuatu urusan itu kalau diserahkan pengurusannya kepada daerah, akan
menimbulkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat khususnya
negara pada umumnya atau tidak sama sekali

2. Apakah secara kualitatif dan kuantitatif alat-alat perlengkapan daerah yang
bersangkutan ada kemampuan atau tidak untuk mengurusnya

3. Apakah cukup tersedia atau tidak keuangan daerah yang bersangkutan untuk
menyelenggarakan urusan tersebut ( R. Joeniarto S.H, 1992:17 )

Agar daerah dapat menyelenggarakan hak mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri, pemerintah daerah harus mempunyai sumber keuangan yang
dapat digunakan untuk pengeluaran menurut rencana anggaran dan pendapatan
yang ditentukan sendin.

Rivai, dalam kata pengantar bukunya, mengemukakan antara lain sebagai
berikut:

“ yang terpenting dalam pemberian hak otonomi adalah bahwa daerah harus
mempunyai penghasilan sendiri, sanggup membiayai kebutuhannya
sendiri”’(A.Rivai, S.B, cetakan I:2).
Dengan demikian kemampuan di bidang keuangan menjadi faktor yang sangat
menunjang dalam pelaksanaan otonomi di daerah. Dengan kata lain faktor
pendapatan daerah menjadi faktor essensial dalam mengukur tingkat kemampuan
daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam penyelenggaraan
urusan rumah tangga daerah membutuhkan keuangan atau dana.
Berdasarkan pengertian di atas, tampak jelas bahwa untuk dapat

melaksanakan otonomi daerah dalam hal ini mengatur dan mengurus rumah



tangganya diperlukan biaya/dana. Dengan tidak adanya biaya/dana yang cukup,
mustahil suatu daerah itu dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga yang telah
menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya hak otonomi yang telah diterima dapat
saja ditarik kembali dengan peraturan perundang-undangan ( pasal 6 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 ). Dengan demikian adanya suatu anggaran
pendapatan daerah bagi suatu daerah adalah faktor yang sangat penting dalam
menunjang penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada prinsipnya mencerminkan:

1. Sarana mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu sendiri akan menggambarkan
seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah

3. Suatu pemberian kuasa kepada pemerintah daerah/kepala daerah untuk
menyelenggarakan keuangan di dalam batas-batas anggaran ( S. Pamuja,

1980:61-62 )

Seperti telah disebutkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari suatu
daerah menggambarkan dari kebijaksanaan pemerintah daerah. Dengan demikian
kemampuan meningkatkan pendapatan daerah kabupaten merupakan indikator
bahwa daerah makin mampu untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah
tangganya yang syarat dengan tantangan dan hambatan yang bersifat kompleks

Di dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan
sumber-sumber pendapatan daerah otonom, terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah, yaitu:

a. Hasil pajak daerah



b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Tujuan dari diberikannya sumber-sumber pendapatan kepada daecrah otonom
yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, agar daerah otonom dapat
mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian pemerintah
daerah otonom dapat merencanakan anggaran Pendapatan dan Belanja daerahnya
sendiri sesuai dengan kebijaksanaan serta inisiatif sendiri dalam
menyelenggarakan urusan rumah tangganya.

Dengan jumlah pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU
NO.22 Tahun 1999 di atas, daerah otonom diharapkan dapat melaksanakan
pembangunan di daecrahnya. Tetapi agar pembangunan tersebut dapat sejalan
dengan kehendak serta aspirasi masyarakat daerah diperlukan suatu perencanaan
yang matang, perlu mengetahui dan menganalisa keadaan yang terjadi dengan
pendapatan yang telah lalu dan bagaimana perkiraan pendapatan yang akan
datang, sebaliknya dari perkiraan pendapatan yang diperoleh dari peramalan
tersebut untuk masa yang akan datang, maka pemerintah akan dapat membuat
perencanaan pembangunan yang lebih baik dan lebih pasti. Berdasarkan uraian-

uraian diatas maka penulis melakukan penelitian yang dimaksud untuk



mengetahui perkiraan pendapatan daerah untuk tahun-tahun mendatang pada

pemerintahan kabupatan sebagai titik berat penyelenggaraan otonomi daerah.

. Batasan Masalah
Sesuai dengan pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahn Daerah,
dikatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
1. Pendapatan asli daerah, yaitu:
a. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah
c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Berdasarkan Pendapatan Daerah ini akan diadakan peramalan pendapatan
daerah dari tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999 untuk tahun-
tahun yang akan datang
. Rumusan Masalah
Bagaimanakah  peramalan Pendapatan Daerah berdasarkan pendapatan
daerah yang bersumber dari Pende{'?[:n Asli Daerah dan di Luar Pendapatan Asli
Daerah untuk tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2004/2005 untuk

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



D. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui perkiraan Pendapatan Daerah dari hasil peramalan yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan di luar Pendapatan Asli Daerah untuk

tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2004/2005.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait,

yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi
terhadap pengambilan keputusan.

2. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bahan referensi guna
menambah wawasan serta pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi Penulis
Hasil penelitian berguna untuk menambah pengetahuan di bidang otonomi

daerah, pemerintah daerah serta menambah wawasan.

F. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan

penelitian, dan sisitematika penulisan.



BAB 11

BAB 111

BAB 1V

BAB V

BAB VI

LANDASAN TEORI
Berisi tentang teori-teori dari hasil studi pustaka.

METODOLOGI PENELITIAN
Berisi tentang jenis penelitian, subyek penelitian dan obyek penelitian,
tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik
analisis data.
GAMBARAN UMUM DAEARH KABUPATEN SLEMAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Berisi tentang sejarah Kabupaten Sleman, Monografi Kabupten
Sleman dan gambaran tentang instansi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sleman.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang analisis mengenail data yang diperoleh dari penelitian
untuk peramalan serta pembahasan dari hasil peramalan tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis dan

pembahasan serta saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah
1. Dasar hukum
Dasar hukum dari otnomi daerah dan daerah otonomi ini adalah Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Pengertian Otonomi daerah dan daerah otonomi
a.0tonomi Daerah
Otonomi daerah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b.Daerah Otonomi
Dacrah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Menurut (C.S.T. Kansil 1985:6 ), daerah otonom adalah kesatuan
masyarakat yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak,
berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri dalam batas Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupataen didasarkan pada

asas desentralisasi saja, dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan

bertanggung jawab.

Asas desentralisasi yang dimaksud di atas adalah penyerahan wewenang

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

1) Penyerahan otonomi yang luas

2)

3)

Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan
pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
Otonomi yang nyata
yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah
untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu
yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan
berkembang di daerah.
Otonomi yang bertanggung jawab
Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa

perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekwensi pemberian hak
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dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang
harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.
3.Tujuan pemberian otonomi daerah
Tujuan pemberian otonomi daerah adalah berupa peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan
demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi
antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Sumber-sumber pendapatan daerah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah dalam
pasal 79 menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:
1. Pendapatan asli daerah
Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah di sini adalah penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (UU No 25 1999:125 ).
Adapun yang termasuk dalam pendapatan asli daerah tersebut, yaitu:
a. Hasil pajak daerah
1) Dasar hukum
Dasar hukum dari pajak daerah diatur dalamUndang-Undang Nomor 18

Tahun 1998 Tentang pajak daerah.
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2) Pengertian pajak daerah

3)

Yang dimaksud dengan Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut

peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah untuk

membiayai rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

Tolok ukur menilai pajak daerah

sebagai tolok ukur untuk menilai pajak daerah yaitu:

a)

b)

d)

Hasil (yield)

memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan
berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitasnya.

Keadilan (equity)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak
sewenang-wenang, pajak yang bersangkutan harus adil secara
horisontal.

Daya guna ekonomi ( economic efficience)

Pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya menghambat)
penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan
ekonomi.

Kemampuan melaksanakan (ability to implement}

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan
politik dan tata usaha.

Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan,
dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan

tempat akhir beban pajak ( Nick Devas 1989:61).
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4). Jenis-jenis pajak daerah
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pajak Daerah
ada beberapa jenis pajak yang telah dilakukan penyederhanaan yaitu
dari 42 jenis pajak disederhanakan menjadi 9 jenis pajak.
Kesembilan jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut:
1). Pajak Kendaraan Bermotor
2). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
3). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dari ke-9 jenis pajak 3 jenis diantaranya adalah pajak untuk daerah
Propinsi yang seperti uraian di atas
4). Pajak Hiburan
5). Pajak Hotel dan Restoran.
6). Pajak Penerangan Jalan
7). Pajak Reklame
8). Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian golongan C
9). Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
b. Hasil retribusi daerah
1). Dasar hukum dari Retribusi daerah
Dasar hukum dari retribusi daerah adalah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Retribusi Daerah.
2). Pengertian retribusi daerah
Retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan ashi

daerah. Yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah iuran rakyat
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kepada daerah berdasarkan peraturan daerah ( yang dapat dipaksakan )
dengan mendapat jasa timbal balik ( kontra prestasi ) secara langsung.
Adapun ciri-ciri dari retribusi daerah tersebut:
a). retribusi yang dipungut oleh daerah
b).dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah
secara  langsung .
c).retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau
menggunakan jasa yang disediakan pemerintah daerah.
3). Jenis-jenis retribusi daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 diatur juga tentang
penyederhanaan jenis retribusi daerah yang semula terdapat 142 jenis
retribusi daerah disederhanakan menjadi 23 jenis retribusi daerah.
Adapun ke-23 jenis retribusi tersebut, yaitu:

1). Retribusi pelayanan kesehatan

2). Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

3). Retribusi penggatian cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan

sipil

4). Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

5). Retribusi parkir di tepi jalan umum

6). Retribusi pasar

7). Retribusi air bersih

8). Retribusi pengujian kendaraan bermotor

9). Retribusi pemeriksanaan alat pemadam kebakaran
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10). Retribusi penggantian biaya cetak peta

11). Retribusi pengujian kapal perikanan

12). Retribusi pemakaian kekayaan daerah

13). Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan

14) Retribusi terminal

15) Retribusi tempat khusus parkir

16). Retribusi tempat penitipan anak

17). Retribusi tempaat penginapan/pesanggrahan/vila

18) Retribusi penyedotan kakus

19). Retribusi rumah potong hewan

20) Retribusi tempat pendaratan kapal

21). Retribusi tempat rekreasi dan olah raga

22). Retribusi penyeberangan di atas air

23). Retribusi pengolahan limbah cair

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan
1). Hasil perusahaan milik daerah

Sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
dikatakan bahwa daerah dapat memiliki badan usaha milik daerah yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan milik daerah merupakan suatu badan yang dibentuk oleh
daerah untuk perkembangan perekonomian daerah dan untuk menambah

penghasilan daerah. Di dalam perusahaan daerah dicegah adanya
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kecenderungan-kecenderungan sistem serba negara (etatisme) dan
monopoli.

Dari kutipan tersebut di atas dapat dilihat fungsi pokok dari perusahaan
daerah yakni sebagai Dinamisator Perekonomian dacrah dan sebagai
Pendapatan Daerah. Perusahaan daerah diharapkan dapat memberikan
rangsangan dan harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga
dapat menghasilkan keuntungan bagi kas daerah.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan daerah
mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Dan
fungsi sosial ( pelayanan umum ) tidak berarti perusahaan daerah tidak
memberikan kontribusi secara maksimal kepada daerah, dalam hal ini
pemenuhan fungsi sosial dan keharusan untuk mendapatkan keuntungan
(fungsi ekonomi ) harus berjalan seiring dan tidak boleh ada kontradiktif
antara satu dengan yang lain atau harus ada kesimbangan fungsi yang
satu dengan yang lain.

Penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang
dipisahkan

Penerimaan dari pengelolaan kekayaan ini antara lain adalah bagian
laba, deviden, Penerimaan dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya
yang dipisahkan dan penjualan saham milik daerah ( UU No. 25 Tahun

1999:126 huruf ¢ ).
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d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Penerimaan ini dirancang untuk menampung semua penerimaan yang tidak
termasuk dalam jenis penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah dan
hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan. Misalnya hibah atau penerimaan dari daerah
propinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan ( UU No.22 Tahun 1999:126 huruf
d).
2. Dana perimbangan
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah, adapun yang dimaksudkan dengan dana
perimbangan disini adalah dana perimbangan antara keuangan pemerntah pusat
dan pemerintah daerah, yang merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah
dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antara-daerah secara
proporsional, demokrasi, adil dan transparan dengan memperhatikan
kemampuan atau potensi, kondisi dan kebutuban daerah sejalan dengan
kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara menyelenggarakan
kewenangan tersebut termasuk pengeloalaan dan pengawasan keuangannya.
Selanjutnya mengenai perimbangan keuangan akan dijelaskan lebih lanjut pada

pembahasan selanjutnya yaitu pada point ¢ tentang dana perimbangan.
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3. Pinjaman daerah
Dalam pasal 11 Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
keuangan antara Pusat dan daerah dikatakan bahwa daerah dapat melakukan
pinjaman dari sumber dalam negri maupun luar negri untuk membiayai
anggaran daerahnya dan bentuk pinjaman daerah tersebut bisa berbentuk
pinjaman jangka panjang maupun pinjaman jangka pendek. Khusus untuk
pinjaman yang bersumber dari luar negri pemerintah daerah harus bekerjasama
dengan pemerintah pusat.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Untuk penerimaan im sama seperti pada penjelasan point d pada bagian
pendapatan asli daerah. Dimana penerimaan lebih pada hibah yang dilakukan

oleh daerah lain atau propinsi lain.

C. Dana perimbangan

Berbagai kecendrungan negatif yang muncul sebagai dampak dari hubungan
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang selama im kurang harmonis
dan kurang proporsional hendaknya dijadikan cermin untuk pelaksanaan berbagai
perbaikan yang sifatnya komprehensif dan tidak setengah-setengah. Upaya
perbaikan yang utama hendaknya dimulai dari aspek kelembagaan atau kapasitaas
institusional (capacity building) daerah, khususnya menyangkut peraturan-
peraturan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi pejabat

daerah.
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Dana perimbangan pusat dan daerah merupakan sumber pembiayan yang berasal
dari bagian pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam serta dari alokasi umum dan
dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut
saling mengisi dan melengkapi. Bagian daerah ini penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari
Sumber Daya Alam, merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya
memperhatikan potensi daerah penghasil dan dana alokasi umum dialokasikan
dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah,
keadaan geografis, jumlah daerah dan tingkat tingkat pendapatan masyarakat di
daerah sehingga perbedaaan antara daerah yang maju dengan daerah yang
miskin/belum berkembang dapat diperkecil sedangkan dana alokasi khusus
bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah, di
samping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam,
kepada daerah dapat dialokasikan dana darurat.

Dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi
pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat antara
lain pembiayaan bagi politik luar negr, pertahanan keamanan, peradilan,
pengelolaan moneter dan fiskal, agama, serta kewajiban pengembalian pinjaman

pemerintah pusat.
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Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah
suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang
mencakup pembagian keuangan antara pemernintah pusat dan pemerintah daerah
serta pemerataan antar-pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil
dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah
sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara
penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan
keuangannya.

Upaya untuk menimbulkan kemandirian bagi pemerintah daerah, baik dalam
perencanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakaat perlu dilandasi prinsip transactive planning. Hal
i perlu di imbangi dengan wewenang dalam penggalian dan pengalokasian
sumber dana yang dibutuhkan untuk merealisasi pembangunan itu sendiri, dengan
tidak harus menghilangkan harapan mereka terhadap bantuan dari pusat seperti

yang diuraikan di atas.
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Tabel 1
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

No Jenis 1 Pusat Daerah
Urut

Propinsi Kabupaten Kota Pasal

PBB 10% 90% 6(2)

B [—

Bea perolehan hak 20% 80% 6(3)
atas tanah dan
bangunan

3 Turan hak 20% 16% 64% 6(5)
perusahaan hutan

[ 4 Provisi sumber 20% 16% 32% L 32% 6(5)
daya hutan

5 Iuran tetap 20% 16% 32% 4+ 32% 6(5)
pertambangan

6 Turan eksplorasi dan 20% 16% 32%
eksploitasi
(royalti)

[ 32% 6(5)

*

7 Pungutan 20% 80% 6(5)
pengusahaan
perikanan dan
pungutan hasil
perikanan

8 SDA sektor 85% 3% 6% 4—— 6% 6(6a)
pertambangan
Minyak Bumi

pertambangan Gas
Alam

9 SDA sektor 70% L 6% L p 12% 12% 6(6b)

10 Reboisasi 60% > 40% < 3(4)

Sumber: Tabulasi dari Undang—Unda}lg No.25 Tahun 1999
Dengan belakunya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, daerah
mendapat distribusi dana perimbangan dengan prosentase yang cukup besar, hal
ini sangat berbeda dengan yang berlaku sebelum Undang-Undang ini dikeluarkan.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Simanjuntak (Equilibrum 1999:22-23)
dari pos-pos dana perimbangan di atas yang diterima oleh daerah kabupaten
sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.22 dan25 Tahun 1999 rata-rata
sebesar 3% saja. Berdasarkan pendapat Simanjuntak di atas berarti dengan

berlakunya Undang-Undang No.22 dan 25 Tahun 1999 terjadi peningkatan yang
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cukup besar prosentase penerimaan daerah kabupaten seperti pada tabel di bawah

ini
Tabel 2
perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah
No | Jenis Pajak Sebelum otonomi setelah otonomi Selisih
Urut Pusat Daerah Pusat Daerah
1 PBB 96% 4% 10% 90% 86%
2 Bea perolehan hak 97% 3% 20% 80% 77%
atas tanah dan
bangunan
3 Turan hak 98% 2% 20% 64% 63%
pengusahaan hutan
4 Provisi sumber daya 97% 3% 20% 64% 61%
hutan
5 Iuran tetap 100% - 20% 64% 64%
pembangunan
6 Turan eksplorasi dan 100% - 20% 64% 64%
eksploitasi (rovalti)
7 Pungutan 97% 3% 20% 80% 77%
pengusahaan
perikanan dan hasil
perikanan
8 SDAsektor 100% - 85% 12% 12%
pertambangan
minyak bumi
9 SDA sektor 100% - 70% 24% 24%
pertambangan gas
alam
10 Reboisasi 100% | - 60% 40% 40%

Sumber :Simanjuntak 1998 dalam Equilibrum 1999:21

D. Pinjaman daerah
Daerah dapat saja melakukan pinjaman dari sumber dalam negri untuk
membiayai sebagian anggaran daerahnya, pinjaman daerah juga bisa dilakukan
dengan pinjaman dari sumber luar negri tentunya dengan melalui pemerintah pusat
(pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999:111). Adapun yang termasuk
dalam pinjaman daaaerah yaitu pinjaan daerah berupa pinjaman jangka panjang

dan pinjaman daerah berupa pinjaman jangka pendek
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1. Pinjaman jangka panjang
Pinjaman jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dengan
tujuan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah
dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta
memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
2. Pinjaman jangka pendek

Pinjaman jangka pendek dengan tujuan untuk pengaturan arus kas dalam rangka
pengelolaan kas daerah.

Dalam melakukan pinjaman harus mendapat persetuyjuaan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlebih dahulu dan dalam melakukan
peminjaman daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah
untuk memenuhi kewajibannya. Agar setiap orang dapat mengetahui adanya
pinjaman antar daerah hal yang perlu diperhatikan adalah setiap perjanjian
peminjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah diumumkan dilembaran
daerah, selain hal diatas daerah dilarang untuk melakukan pinjaman daerah
yang menyebabkan terlampauinya batas jumlah pinjaman daerah yang
ditetapkan, daerah juga dilaarang untuk melakukan perjanjian yang bersifat
penjaminan schingga mengakibatkan beban atas keuangan daerah. Dalam hal
pembayaran yang menjadi kewajiban daerah peminjam atas pinjaman daerah
tersebut merupakan salah satu prioritas dalam pengeluaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
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E. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Penerimaan ini dirancang untuk menampung semua penerimaan yang tidak
termasuk dalam jenis penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah dan laba

Perusahaan Daerah, misalnya sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah.



BAB IlI

METODE PENELITIAN %

"
A. Jenis penelitian
Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian studi kasus yaitu
penelitian terhadap suatu data. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan ditarik
kesimpulan. Hasil penelitian tidak dapat ditarik sebagai generalisasi sehingga

harus disesuaikan dengan kondisi pada waktu meneliti.

B. Lokasi dan waktu penelitian
Lokasi penelitian : penelitian  dilakukan di instansi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sleman pada Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.
Waktu penelitian :penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai September pada

tahun 2000.

C. Subyek dan obyek penelitian
1. Subyek penelitian
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Anggaran Daerah Kabupaten Sleman.
2. Obyek penelitian
Data pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah dan diluar Pendapatan

Asli Daerah pada Daerah Kabupaten Sleman.
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D.Variabel dan Defenisi
1. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan penerimaan daerah yang sah yang diperoleh dari sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang termasuk dalam Pendapatan asli daerah tersebut yaitu:

a. Pajak Daerah
Merupakan pungutan daerah menurut peraturan pajak yang telah ditetapkan
oleh peraturan daerah untuk membiayai rumah tangga daerah sebagai badan
hukum publik.

b. Retribusi daerah
Merupakan iuran rakyat kepada daerah berdasarkan peraturan dacrah dengan
mendapat jasa timbal balik ( kontra prestasi ) secara langsung

c. Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan
Merupakan suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk perkembangan
perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Penerimaan ini dirancang untuk menampung semua penerimaan yang tidak
termasuk dalam jenis penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah dan

hasil perusahaan milik daerah yang sah, seperti hibah dari daerah lain.
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e. Dana Perimbangan
Merupakan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang berasal
dari bagian Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dan penerimaan yang berasal dari Sumber Daya Alam serta dari
Dana alokasi Umum dan Alokasi Khusus.
f. Pinjaman Daerah
Daerah Kabupaten dapat saja melakukan pinjaman baik dari dalam Negri
maupun dari Luar Negri. Bentuk pinjaman dapat berupa pinjaman jangka
panjang maupun pinjaman jangka pendek.
Data yang dicari:
1. Gambaran umum tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Data pendapatan daerah dari tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan
1999/2000 yang bersumber dari pos Pendatan Asli Daerah dan diluar

Pendapatan Asli Daerah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. Teknik pengumpulan data
1. Wawancara
Mengadakan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi secara
langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan.
2. Dokumentasi
Mengumpulkan data dengan melihat data secara langsung. Kegiatan ini

dilakukan untuk mendukung pelaksanaan wawancara.
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F. Teknik analisis data Pendekatan dengan metode kuantitatif

Dalam penerapan metode kuantitatif untuk peramalan di gunakan trend garis

lurus, yaitu:
Dalam penerapannya adalah:
Y =a+bx
Dimana:
Y : variabel yang diramalkan, dalam hal ini adalah Pendapatan Daerah yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan di luar Pendapatan Asli
Daerah.
a: konstanta, yang menunjukkan besarnya Y apabila X = 0.
b: wvariabel per X, yaitu menunjukkan besarnya perubahan nilai Y dari
setiap perubahan satu unit X.
X : unit waktu, dalam hal ini dinyatakan dalam tahun.
n.  jumlah data, yaitu dari tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan
1998/1999.

Dalam menggunakan metode peramalan pendapatan daerah di atas Y adalah
variabel yang diramalkan, X merupakan unit waktu, sehingga kita dapat
menentukan untuk nilai X berapa besar nilai peramalan akan dilakukan. Oleh
karena itu di dalam penyelesaian peramalan tersebut perlu ditentukan dahulu
besarnya nilai a dan b untuk trend garis lurus di mana formulanya sebagai

berikut:

a==— bszY

n ZX2
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Untuk mempermudah penggunaan rumus di atas digunakan tabel sebagai

berikut:
Tabel 3
Perhitungan Trend
Tahun X Y XY ) &
1993/1994 -5 25
1994/1995 -3 9
1995/1996 -1 1
1996/1997 1 1
1997/1998 3 9
1998/1999 5 25
| Jumlah 0 70

Setelah diperoleh persamaan Y=a + bX maka dapat dilakukan perhitungan

peramalan pendapatan daerah untuk tahun mendatang. Untuk permulaan tahun

anggaran 1999/2000 maka X=7, untuk tahun anggaran 2000/2001 x=9 dan

seterusnya sampai dengan tahun anggaran 2004/2005.

Setelah itu untuk mengetahui seberapa besar tingkat kenaikan pendapatan daerah

tersebut dari hasil peramalan akan ditunjukan dalam penerapan garis trend berupa

diagram balok.

Pendapatan Y
Daerah

Diagram Balok 1

0 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99

Tahun
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Dari hasil peramalan yang diperoleh akan diketahui gambaran tentang
keadaan masa depan pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah dan dana
perimbangan tersebut yang sekiranya dapat diterima. Dengan demikian pemerintah
daerah kabupaten akan memperoleh masukan untuk menyusun kebijakan yang
akan dilakukan serta mempertimbangkan pelaksanaan mengenai otonomi di

daerah.



BABIV
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH

KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Kabupaten Sleman
Untuk sejarah kabupaten Sleman akan dibahas dalam bentuk periodisasi-

periodisasi perjalan kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Periode Tahun 1916 — 1945
Pada tahun 1916, telah terjadi reorganisasi di wilayah kasultanan Yogyakarta

(Mataram). Reorganisasi tersebut tertuang pada Rijksblad no. 11 tahun 1961.
Dalam Rijksblad tersebut disebutkan bahwa wilayah Mataram dibagi menjadi
Kabupaten Kalasan, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sulaiman (yang saat ini
disebut Sleman), yang dikepalai oleh seorang Bupati. Keberadaan Kabupaten
tersebut secara hirarkis membawahi distrik dan dikepalai oleh Panji.

Kabupaten Sulaiman terbagi dalam 4 distrik yakni:

1. Distrik Mlati yang terbagi dalam 5 Onderdistrik dan 46 Kalurahan

2. Distrik Klegung terbagi dalam 6 Onderdistrik dan 52 Kalurahan

3. Distrik Jumeneng terbagi dalam 6 Onderdistrik dan 58 Kalurahan

4. Distrik Godean terbagi dalam 8 Onderdistrik dan 55 Kalurahan

Dalam perjalanannya, wilayah kasultanan Yogyakarta menurut Rijksblad 12

termasuk juga Kabupaten Gunung Kidul, selain itu menurut Rijksblad no.16
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wilayah kasultanan Yogyakarta juga terbentuk Kabupaten Kota serta menurut
Rijksblad 21 juga dibentuk Kabupaten Kulon Progo.

Pembagian wilayah kasultanan Yogya tersebut ternyata pada tahun 1927
mengalami penyederhanaan. Enam Kabupaten yang terdapat di wilayah kesultanan
disederhanakan menjadi 4 Kabupaten yakni Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten
Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunug Kidul. Kabupaten Sleman
mengalami penurunan hierarki menjadi Distrik, dan menjadi salah satu distrik di
Kabupaten Yogyakarta. Penyederhanaan pembagian wilayah tersebut diperkuat
dengan dikeluarkannya Rijksblad Van Jogjakarta 1940 nomor 13 tangga 18 Maret
1940. Rijksblad tersebut membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta menjadi 4
kabupaten yakni:

1. Kabupaten Yogyakrta yang terbagi atas 2 (dua) distrik yaitu distrik Kota dan
distrik Sleman

2. Kabupaten Bantul yang terdin atas 4 (empat) distrik.

3. Kabupaten Kulon Progo terbagi atas 2 (dua) distrik.

4. Kabupaten Gunung Kidul terbagi atas 3 (tiga) distrik.

Pembagian wilayah tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1942
dengan Yogyakarta Kooti, Kasultanan Yogyakarta lebth memerinci wilayahnya
yakni:

1. Kabupaten Yogyakarta dengan Bupati KRT. Harjo Diningrat. Kabupaten
Yogyakarta dibagi menjadi 3 (tiga) kawadenan, yaitu kawadenan Kota,
Kawadenan Sleman dengan penguasa R. Ng. Pringgo Sumadi, Kawadenan

Kalasan dengan penguasa R. Ng. Pringgo Biyono.
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2. Kabupaten Bantul ( ken) dengan Bupati KRT. Dirjokusuma, wilayahnya dibagi
menjadi 4 (empat) kawadenan yakni; Bantul, Kotagede, Godean dan Pandak.
3. Kabupaten Gunung Kidul dengan Bupati KRT. Djojodiningrat, wilayahnya
terbagi menjadi 3 (tiga) kawadenan yakni; Wonosari, Playen dan Semanu.
4. Kabupaten Kulonprogo dengan Bupati KRT. Pringgohadiningrat, dengan
wilayah yang terbagi menjadi 2 (dua) kawadenan yaitu Nanggulan dan Sentolo.
Pada tanggal 8 April 1945 wilayah Kasultanan Yogyakarta kembali
mengalami penataan dengan dikeluarkannya Koorei angka 2 oleh Sri Sultan
Hamengkubuwono IX. Menurut Koorei tersebut wilayah kasultanan Yogyakarta
dibagi menjadi 5 kabupaten yakni Kabupaten Kota Yogyakarta (Yogyakarta Syi),
Kabupaten Sleman (Sleman Syi), Kabupaten Bantul (Bantul Ken), Kabupaten
Gunung kidul (Gunungkidul Ken) dan Kabupaten Kulonprogo (kulonprogo Ken).
Dengan melihat kilas balik penataan wilayah kasultanan Yogyakarta tersebut,
maka data yang tertuang dalam Rijksblad no.11 tertanggal 15 Mei 1916

merupakan data yang dapat dijadikan legitimasi eksistensi awal Kabupaten

Sleman.

Periode Tahun 1945 — 1947

Dengan dijadikannya kembali Sleman sebagai Kabupaten, wilayah Sleman
terdiri dari 17 kapewon (son) yang meliputi 258 Kalurahan (Ku). Untuk kedua
kalinya ibukota Kabupaten Sleman adalah ibukota lama yakni di wilayah Sleman
Utara, yang sekarang Triharjo, kecamatan Sleman. Bupati yang menjabat pada

masa ini adalah Pringgodiningrat.
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Pada saat ini infrastruktur yang dimiliki ibukota lama sangat sederhana,
apabila dibandingkan dengan kota-kota lain di tanah Jawa. Sarana yang dimiliki
adalah gedung pusat pemenntahan, pasar, masjid dan stasiun kereta api, sementara
infrastruktur lain sebagai syarat ibukota tidak dimiliki seperti alun-alun, penjara,
markas prajurit dan lain sebagaianya.

Ketika jaman Revolusi terjadi, para pegawai pemerintah meninggalkan
ibukota Sleman ikut keluar kota mengatur strategi. Dalam keadaan demikian
perkantoran pemerintahan kabupaten Sleman menjadi sepi dan terjadi “bumi
angkut” oleh gerombolan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya

gedung-gedung pemerintahan tidak layak lagi menjadi tempat pelayanan

masyarakat.

Periode Tahun 1947 — 1964

Dalam kondisi gedung-gedung pelayanan masyarakat yang sangat
memprihatinkan, Bupati Sleman KRT. Pringgodiningrat pada tahun 1947
memindahkan pusat pelayanan kabupaten ke Ambarukmo, di Petilasan Dalem
serta bekas pusat pendidikan perwira polisi yang pertama di Indonesia. Pada tahun
yang sama Bupati KRT. Pringgodiningrat diganti oleh KRT. Projodiningrat.
Pelayanan sementara yang dilaksanakan di Ambarukmo berlangsung hingga 4 kali
pergantian Bupati. Walaupun kegiatan pelayanan pemerintahan berada di
Ambarukmo, namun Ambarukmo tidak lebih sebagai pusat pemerintahan, bukan

merupakan Ibukota.
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Selanjutnya pada tahun 1950 Bupati KRT. Projodiningrat diganti oleh KRT.
Dipodiningrat. Jabatan tersebut dijabat hingga pada tahun 1955, selanjutnya
digantikan oleh KRT. Prawiradiningrat. KRT. Prawiradiningrat menjabat Bupati
Sleman hingga tahun 1959. Pada masa pemerintahan ini terdapat peraturan
Departemen Dalam Negri, bahwa tiap-tiap kabupaten selain memiliki seorang
Bupati yang diangkat secara sektoral sebagai pengawai kementrian Dalam Negri,
juga harus ada kepala daerah yang dipilih oleh legislatif (DPRD). Pada masa ini
yang terpillh menjadi Kepala Daerah Swatantra adalah Buchori S.
Pranotodiningrat. Pemerintahan Kabupaten dengan 2 kepala daerah berlangsung
hanya sampai tahun 1959. Sejak tahun 1959 tersebut pemerintahan kabupaten
Sleman kembali dikepalai oleh seorang Bupati / Kepala Daerah. Bupati yang

menjabat pada masa ini adalah KRT. Murdodiningrat.

Periode Tahun 1964 — Sekarang

Pada masa pemerintahan KRT. Murdodiningrat tepatnya pada tahun 1964,
pusat pemerintahan dipindah ke Dusun Beran, Desa Tridadi Kecamatan Sleman.
Ketika pusat pemerintahan kabupaten Sleman berada di Beran, kabupaten Daerah
tingkat II Sleman memiliki larﬁbang Daerah. KRT. Murdodingingrat menjabat
sebagai Bupati Sleman hingga tahun 1947, yang selanjutnya digantikan oleh KRT.
Tedjo Hadiningrat. Namun demikian kepemimpinan KRT. Tedjo Hadiningrat
hanya berlangsung selama 3 bulan, kemudian digantikan oleh Drs KRT. H.

Prodjosuyoto Hadiningrat.
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Drs. KRT. H. Projodsuyoto Hadiningrat menjabat selama 2 periode dari tahun
1974 hingga tahun 1985. Setelah itu digantikan oleh Drs. Samirin selama satu
periode dari tahun 1985 — 1990. Menggatikan Drs. Samirin dilantik Drs. H. Arifin
llyas sebagai Bupati KDH Tingkat II Sleman pada tanggal 11 Agustus 1990, dan
pada tanggal 11 Agustus 1995, Drs. H. Arifin llyas dilantik kembali sebagai

Bupati KDH Tingkat II Sleman untuk yang kedua kalinya

B. Monografi daerah Kabupaten Sleman
1. Geografi
Daerah kabupaten Sleman adalaah salah satu Kabupaten dari 5 kabupaten yang
ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana terletak di pulau Jawa
bagian Tengah, sebelah Barat , pada posisi 107° 15 03’ bujur timur dan
sebelah Timur pada posisi 100° 29’ 30” bujur timur dan sebelah Utara pada

posisi 7° 34> 517 lintang selatan dan sebelah Selatan pada posist 7° 47’

03” lintang selatan.

2. Batas Wilayah
Daerah kabupaten Sleman dibagian Utara berbatasan kabupaten Boyolali,
propinsi Jawa Tengah, bagian Timur berbatasan dengan daerah kabupaten
Klaten, propinsi Jawa Tengah, bagian Selatan berbatasan dengan daerah
kabupaten Bantul dan Kota Madya Yogyakarta sedangkan bagian Barat

berbatasan daerah kabupaten Kulon Progo  propinsi Daerah Istimewa
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Yogyakrta serta daerah kabupaten Magelang propinsi Jawa Tengah. Wilayah
Kabupaten Sleman meliputi 17 Kecamatan dan 86 Desa, yaitu:
1. Kecamatan Moyudan , terdiri dari 4 Desa

2. Kecamatan Minggir, terdiri dari 5 Desa

3. Kecamatan Seyegan, terdiri dari 5 Desa

4. Kecamatan Godean, terdiri dari 7 Desa

5. Kecamatan Gamping, terdiri dari 5 Desa

6. Kecamatan Mlati, terdiri dari 5 Desa

7. Kecanatan Depok, terdiri dari 3 Desa

8. Kecamatan Berbah, terdiri dari 4 Desa

9. Kecamatan Prambanan, terdiri dari 6 Desa

10. Kecamatan Kalasan, terdiri dari 4 Desa

11. Kecamatan Ngemplak, terdint dari 5 Desa

12. Kecamatan Ngaglik, terdiri dari 6 Desa

13. Kecamatan Sleman, terdiri dari 5 Desa

14. Kecamatan Tempel, terdiri dari 8 Desa

15. Kecamatan Turi, terdiri dari 4 Desa

16. Kecamatan Pakem, terdiri dari 5 Desa

17. Kecamatan Cangkringan, terdiri dari 5 Desa

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Daerah Kabupaten Sleman yaitu 57.482 Km yang terdiri atas

luas seluruh wilayah kecamatan di dalam kabupaten Sleman
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4. Penduduk

a. Jumlah penduduk
Jumlah penduduk Daerah Kabupaten Sleman pada sensus penduduk
terakhir tahun1998 adalah 794.101 jiwa

b. Komposisi penduduk
Untuk komposisi penduduk dewasa dan anak-anak pada tahun 1998
menunjukkan bahwa penduduk penduduk dewasa ternyata lebih besar
dibandingkan dengan pendududuk anak-anak, yaitu untuk penduduk
dewasa 583.839 jiwa sedangkan penduduk anak-anak 215968 jiwa.
Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah untuk
penduduk wanita 405482 jiwa, sedangkan untuk penduduk laki-laki
394305 jiwa. Rasio perbandingan antara penduduk wanita dengan

penduduk laki-laki ( Sex Ratio) adalah 97,24%

¢. Kepadatan penduduk
Kepadatan penduduk untuk daerah kabupaten Sleman pada tahun 1998
adalah sebesar 1381,48 per Km

d. Angkatan kerja
Pertambahan penduduk kabupaten Sleman dari tahun ketahun sudah tentu
akan diikuti pula oleh peningkatan usia kerja dan jumlah angkatan kerja
dan pencari kerja pada tahun 1998 berdasarkan tingkatan pendidikan
adalah sebagai berikut:

1). Tamatan SD sejumlah 296 Orang
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2). Tamatan SMTP dan yang sederajat sejumlah 1.561 Orang
3). Tamatan SMTA dan yang sederajat sejumlah 9.069 Orang
4). Tamatan DIPLOMA/AKTA I dan II sejumlah 131 Orang
5). Lulusan Sarjana Muda /Akd/DIII/AKTAIII sejumlah 791 Orang
6). Lulusan sarjana sejumlah 2.631 Orang
Sehingga jumlah total penduduk angkatan kerja dan pencari kerja di
Daerah  Kabupaten Sleman adalah sejumlah 14479  Orang.
Membengkaknya jumlah angkatan pencari kerja dari tahun ke tahun masih
belum seimbang dengan penyediaan lapangan kerja. Pemerintah Daerah
melalui instansi-instansi terkait telah menempuh berbagai cara untuk
menekan jumlah pengangguran.
5. Kekayaan Alam
Potensi sumber daya alam yang dimiliki kabupaten Sleman relatif terbatas
baik tanah, air maupun kandungan mineral yang tersimpan di dalam perut
bumi. Kendati demikian beranjak dart potensi alam yang terbatas itu
kabupaten Sleman telah mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi
lainnya untuk memenuhikebutuhan penduduk yang terus menerus meningkat.
Kekayaan alam tersebut diantaranya:
a. Tanpah
Jenis tanah yang terdapat di kabupaten Sleman cocok sekali dimanfaatkan
untuk lahan pertanian, perikanan, peternakan, pekarangan/pembangunan
dan lain-lain. Selain tanah yang dimanfaatkan untuk lahan tersebut di atas

masih terdapat 1.744,86 Ha yang merupakan kawasan hutan lindung.
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Untuk penguasaaan tanah di daerah kabupaten Sleman dikategorikan
menjadi dua yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang
dikuasai oleh negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah
warisan secara turun-temurun, yang pada umumnya telah dimanfaatkan
untuk lahan pertanmian/persawahan, pemukiman dan perkebunan,
sedangkan tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah kawasan untuk
kepentingan umum seperti tanah untuk irigasi, jalan, lapangan olah raga,
kuburan dan lain sebagainya.

b. Air
Kondisi sumber daya air di kabupaten Sleman meliputi air hujan, air
permukaan dan air tanah. Air permukaan dimanfaatkan untuk pertanian,
perikanan, perkebunan, peternakan dan keperluan lokal. Sedangkan air
tanah dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, hotel, perkantoran,
restoran dan lain-lain.

c. Flora dan fauna
Jenis-jenis tumbuhannya adalah padi, jagung, umbi kayu, umbi jalar,
kacang kedelai, kelapa, kapuk, salak pondoh dan sebagainya. dikawasan
hutan ditemukan jenis kayu dadap, rotan, sawo kecik, kemiri, jati, pinus
dan sebagainya.
Demikian pula jenis binatangnya meliputi jenis hewan yang diternakkan
seperti sapi, kerbau, domba, ternak unggas dan binatang (satwa) yang

hidup di kawasan hutan seperti berbagai jenis burung dan sebagainya.
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6. Ekonomi
Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi daerah Kabupaten
Sleman cenderung mengikuti skenario Propinsi bahkan Nasional yaitu menuju
keseimbangan antara industri dan pertanian sambil mendorong pertumbuhan
sektor yang lain. Semakin berperannya sektor industri dalam menggerakkan
perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru serta pertumbuhan
pesat sektor jasa seperti pariwisata dan transportasi menjanjikan peluang
perkembangan serentak sejumlah besar sektor ekonomi. Sektor-sektor yang
ada yaitu:
a. Sektor pertanian
Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar
penduduk. Daerah Kabupaten Sleman mempunyai luas daerah 574,58 Km?
atau 57.458 ha mempunyai areal pertanian seluas 24.662 ha, Sektor-sektor
pertanian yang dilakukan meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan,

peternakan dan perikanan.

b. Industri
Didaerah Kabupaten Sleman terdapat kurang lebih 27 Industri Berat dengan
jumlah tenaga kerja sebanyak 12.414, 71 Industri Sedang dengan jumlah
tenaga kerja sebanyak 2.321 dan Industri Kecil dengan jumlah tenaga kerja
2.515. Sebagian besar barang yang dihasilkan bertujuan sebagai komoditas
untuk eksport. Negara-negara tujuan eksport seperti Amerika Serikat,

Belgia, Italia, Belanda, Jepang dan lain-lain.
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C. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)
1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Sleman
Organisasi Dinas pendapatan Daerah kabupaten Sleman secara yuridis
tertuang dalam peraturan Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana dimasud
dalam peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 1979 Jo.

Keputusan  Bupati Kepala Daerah  Kabupaten Sleman  Nomor

153/kep. KDH/1988 bahwa untuk memperlancar serta meningkatkan

pendapatan Daerah sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan Otonomi

Daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana digariskan dalam

peraturan perundang-undangan maka perlu mengadakan perbaikan prosedur

administrasi, pengelolahan sumber Pendatan Asli Daerah. Bahwa atas dasar
pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang
susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut:

a. Koordinasi dan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan
pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh
kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

b. Pendaftaran dan pendataan wajib pajak dengan wajib retribusi

c. Pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
yang dilaksanakan oleh Dirjen PBB dalam hal menyampaikan dan
menerima kembali surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP) dari wajib

" pajak.
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. Penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak terhutang (SP-PT) dan sarana
administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang diterbitkan oleh
Direktorat Jendral pajak kepada wajib pajak serta membantu melakukan
penyampaian daftar Himpunan Pokok dan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada petugas
pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di bawah pengawasannya
Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan
penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah
lainnya.

. Penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, serta
penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri
Keuangan kepada Daerah

. Perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan
dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah
lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan

Mengadakan penyuluhan mengenai pajak, retribusi dan pendapatan daerah
lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Penyelenggara urusan Tata Usaha.



2. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Sleman, sebagai berikut:

KEPALA DINAS
SUB BAGIAN TATA
USAHA
— —
URUSAN URUSAN URUSAN
UMUM KEPEGAWAIAN KEUANGAN
| I I 1
: SEKSI PEMBUKUAN SEKSI SEKSI PERENCANAA
KELOMPOK SEKSI PENDAFTARAN SEKSI &PELAPORAN PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN
JABATAN & PENDATAAN PENETAPAN OPERASIONAT.
TTTNIIQTAONTAT
—
T :
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
PENDAFTARAN PERHITUNGAN PEMBUKUAN PENAGIHAN [
L I DONTERTRAA ANT SUB SEKSI
SUB SEKSI PERENCAANAAN
SUB SEKSI PENERBITAN SURAT SUB SEKSI SUB SEKSI PEMBINAAN TEKNIS
PENDATAAN TETETADAN PEMBUKUAN KEBERATAN PEMUNGUTAN
L DERQETMTA ANT
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
DOKUMENTASI & ANGSURAN PELAPORAN PENGELOLAAN SUB SEKSI
PENGOLAHAN DATA PENERIMAAN LAIN-2 L PENGGALIAN &
DENITNTGIY A TAN
CABANG DINAS UNIT PELAKSANA

TEKNIK DINAS
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Tugas-tugas masing-masing Bagian terdin dari:

a. Sub bagian Tata Usaha, mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif, mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dibidang umum,
kepegawaian dan keuangan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas

Seksi pendaftaran dan pendataan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dan
membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan

Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Seksi penetapan, mempunyai tugas menyelenggarakan perhitungan dan
penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah maupun besarnya
angsuran atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah dan
menata jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan surat
pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok

Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Seksi pembukuan dan pelaporan, mempunyai tugas melakukan pembukuan
dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan maupun tunggakan pajak
daerah/ retribusi daerah baik perjenis pajak daerah /retribusi daerah maupun

perwajib pajak daerah/retribusi daerah, mengenai pengelolaan benda berharga
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serta pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Seksi penagihan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan
retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah melampaui
batas jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta
mengumpulkan dan mengolah data sumber-sunber pendapatan asli daerah

lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

Seksi perencanaan dan pengendalian operasional, mempunyai tugas
menyusun rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalian

dan peningkatan pendapatan asli daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan

. Unit penyuluhan, mempunyai tugas sebagai berikut:

1). Menyusun dan menyiapkan bahan penyuluhan, informasi dan penerangan
perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya
serta Pajak Bumi dan Bangunan

2). Melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan
daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta Pajak
Bumi dan Bangunan

3). Mengkoordinasi kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan tentang
perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya

serta Pajak Bumi dan Bangunan.
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4). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Cabang Dinas
Merupakan pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas

akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

1. Unit pelaksana Teknis
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Teknis akan

diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis-jenis pungutan pajak yang di kelolah oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sleman
Pungutan-pungutan pajak yang dikelolan oleh Dinas Pendapatan Daerah di
kabupaten Sleman terdiri dari :
a. Pajak Hotel dan Restauran
Pajak Hotel dan Restauran ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 1998. Dasar pengenaan pajak Hotel dan Restauran adalah pengusahaan

Hotel dan Restouran. Sedangkan tarif pajak Hotel dan Restauran adalah 10%

b. Pajak Hiburan
Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998.

Dasar pengenaan pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang



48

seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Tarif pajak

ditetapkan sebagai berikut:

1). Pertunjukan film sebesar 15%
Pertunjukan/pagelaran seni drama dan atau seni musik dan atau seni tari
tradisional sebesar 10%

2). Pertunjukan/pagelaran seni drama dan atau seni musik dan atau seni tari
modern sebesar 20%

3). Karaoke/kafe dan sejenisnya sebesar 35%

4). Permainan ketangkasan sebesar 35%

5). Pertandingan Olahraga sebesar 10%

6). Pasar malam, sirkus, pameran dan sejenisnya sebesar 15%

7). Taman rekreasi, kolam pemancingan dan sejenisnya sebesar 10%

8). Persewaan video casette, laser disk dan sejenisnya sebesar 10%

c. Pajak Reklame
Pajak Reklame ditetapkan dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998.
Dasar pengenaan pajak Reklame adalah pihak-pihak yang ingin memasang

Reklame. Tarif pajak Reklame sebesar 25%

d. Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
1998. Dasar pengenaan pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga

Listrik yang terpakai. Nilai Jual Tenaga Listrik dalam hal ini adalah listrik
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yang berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga

listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik serta

yang bukan berasal dari PLN nilai jual dihitung berdasarkan kapasitas

tersedia, pengguanaan atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan

listrik yang berlaku diwilayah daerah. Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk Industri
sebesar §%.

2. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk Industri sebesar
4%.

3. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN, bukan untuk
industri sebesar 8%.

4. Pengguanaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri

sebesar 4%.

e. Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Tanah
Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Tanah ditetapkan dan diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998. Dasar penenaan pajak Air Permukaan
dan Air Bawah Tanah adalah pihak-pihak yang memanfaatkannya. Tarif pajak

untuk pajak ini paling tinggi sebesar 20%.

f. Pajak Bahan Galian Golongan C
Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 1998. Dan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.



g. Retribusi Parkir
Retribusi Parkir pada Daerah Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 1994. Dalam pelaksanaannya tergantung dari lahan
parkir yang ada dan retribusinya di pungut oleh pemilik parkir dan bekerja
sama dengan Pemerintah Daerah. Besarnya tarif retribusi Parkir tersebut

berkisar antara 100 Rupiah sampai dengan 300 Rupiah sekali parkir

h. Retribusi Pasar
Retribusi Pasar pada Daerah Kabupaten Sleman diatur dalam peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 1993. Dalam pelaksanaannya tergantung dari jumlah
tempat berjualan yang dipakai oleh para penjual. Untuk retribusi jenis ini
dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah. Besarnya tarif untuk

retribusi Pasar berkisar antara 500 Rupiah sampai dengan 1000 Rupiah

i. Sewa Lahan
Sewa Lahan dalam hal ini Lahan milik Pemerintah Daerah yang disewakan
atau dikontrakan kepada pihak ketiga dan dibuat surat kontrak atau perjanjian
untuk berapa lama digunakan. Besarnya tarif tergantung dari perjanjian yang

dibuat oleh kedua belah pihak

4. Mekanisme dan Prosedur Penagihan
Penagihan pajak/retribusi ialah pelaksanaan penegakkan hukum terhadap

Wajib Pajak (WP) /Wajib Retribusi (WR) yang tidak mematuhi peraturan, dalam
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hal ini belum melunasi hutang pajak/retribusi sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak
Daerah Tambahan (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), SKRD,
SKRDT, STRD, SK Pembetulan, SK Keberatan dan Putusan Banding yang
menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Adapun tujuan dari pelaksanaan penagihan adalah sebagai usaha penegakkan
hukum agar WP/WR segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku. Kegiatan penagihan terdiri dari penagihan pasif dan
penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan dengan mengirimkan Surat Teguran
kepada WP/WR. Sedangkan penagihan aktif dilakukan dengan pengiriman Surat
Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan supaya pelaksanaan lelang
sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa. Penagihan aktif hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak,
sedangkan Wajib Retribusi penagihan dilakukan dengan cara pasif. Apabila
WP/WR belum memenuhi hutang Pajak/Retribusi, maka disampaikan surat
teguran 7 (tujuh) han setelah tanggal jatuh tempo pelunasan. Surat paksa
diterbitkan 21 hari setelah pengiriman Surat Teguran. Penyerahan Surat Paksa
kepada Wajib Pajak dilakukan oleh Juru Sita Pajak yang diangkat dengan SK.
Kepala Daerah oleh Kepala Daerah. Jika selama 2 x 24 jam atau 2 hari saat
penyerahan Surat Paksa Wajib Pajak, tetap belum melunasi pajak yang terutang,
maka kepadanya akan disampaikan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan. Yang

dilaksanakan oleh Juru Sita dan 2 orang saksi.
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Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Lelang, setiap penjualan secara
lelang harus didahului dengan pengumﬁman lelang. Pengumuman lelang
dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyitaan, yang sebelumnya
telah mendapatkan penetapan tanggal lelang dari Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara. Sedangkan Lelang dilaksanakan 14 hari setelah pengumuman
Lelang. Disamping hal di atas, juru Sita Pajak dapat melaksanakan penagihan
seketika dan sckaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran
berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Tindakan
penagihan pajak ini dilakukan menyimpang dari jadwal waktu yang telah
ditentukan karena sebab-sebab berikut:

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau
berniat untuk itu

b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan
perusahaan, pekerjaan yang  dilakukan di  Indonesia  ataupun
memindahtangankan barang yang dimilikinya atau dikuasai

c. Terdapat tanda-tanda penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya
atau berniat untuk itu

d. Badan usaha dibubarkan oleh Negara

e. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan

Tetapi sampai dengan saat ini untuk wilayah Daerah Kabupaten Sleman

belum pernah melakukan penagihan secara aktif ini menandakan bahwa warga

masyarakat sadar akan pembayara Pajak
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5. Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan

‘Adapun tujan dari kegiatan pembukuan dan pelaporan adalah untuk

mengetahui dan melaporkan jumlah realisasi penerimaan masing-masing jenis

pajak/retribusi. Unit pembukuan dan pelaporan selaku pelaksana akan menerima

formulir atau buku sebagai dokumen/bukti yang akan dijadikan dasar dalam

pencatatan baik dari unit pendaftaran dan pendataan, penetapan maupun dari BKP.

Dalam pelaksanaannya menggunakan buku dalam pencatatan transaksi. Buku

tersebut terdin atas:

a.

b.

Buku jenis Pajak, buku yang digunakan untuk mencatat transaksi perpajakan
menurut jenis pajak
Buku jenis Retribusi, buku yang digunakan untuk mencatat transaksi retribusi
menurut jenis retribusi
Buku WP (wajib pajak), untuk mencatat transaksi perpajakan menurut WP
sesuai dengan NPWPD
Buku WR (wajib retribusi), untuk mencatat transaksi perpajakan menurut WR
sesuai dengan NPWRD

Dokumen atau bukti tersebut yang telah dibuat pembukuannya dan
pelapoprannya akan dipertanggungjawabkan di Pemerintahan Daerah

Kabupaten pada setiap akhir tahun anggaran.

6. Kabupaten Sleman menuju Daerah Otonomi

Atas dasar instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 105 tanggal 3 oktober

1994, daerah Kabupaten Sleman ditunjuk sebagai salah satu dari 26 daerah
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Kabupten unutk pelaksana proyek percontohan Otonomi Daerah. Penunjukkan
tersebut ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995 tertanggal 21 April 1995, tentang penyerahan urusan pemerintahan kepada
Daerah Kabupaten percontohan dan pencanangan secara serentak oleh Presiden.
Selain dari Pemerintah Pusat, daerah Kabupaten Sleman juga menerima
penyerahan sebagian urusan Daerah tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dengan demikian dalam melaksanakan proyek percontohan otonomi daerah,
Kabupten Sleman mengelola sebagian urusan pemerintahan dalam 22 bidang.
Akibatnya untuk mengelola urusan tersebut Kabupaten Sleman membentuk 22
Dinas. Bagi Daerah Kabupaten Sleman penunjukan sebagai daerah percontohan
otonomi daerah merupakan sebuah kepercyaan dari pemerintah pusat. Oleh karena
itu pelaksanaan otonomi daerah lebih merupakan kewajiban dari pada hak.
Konsekuensinya apa pun tantangannya dan kendala yang akan dihadapi,
pemerintah kabupaten Sleman tetap bekerja keras dan berusaha sekuat-kuatnya
untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Alhasil walaupun hingga
sckarang sudah memasuki tahun yang kelima kabupaten Sleman belum
sepenuhnya diberikan kewenangan untuk mengelola urusan-urusan yang
diserahkan beserta SP3nya, namun daerah kabupaten Sleman telah berupaya
membangun daerah dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat. Pelibatan
masyarakat tersebut tidak hanya dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi juga
dalam perencanaan dan pengawasannya. Salah satu langkah unutk memacu
keterlibatan masyarakat tersebut, jajaran pemerintahan kabupaten Sleman

senantiasa meningkatkan pelayanan masyarakat. Salah satu upaya untuk
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meningkatkan pelayanan masyarakat, bertepatan dengan peringatan pertama hari
jadi Kabupaten Sleman yang ke-83 Kabupaten Sleman mengoperasionalkan satu
sistem pelayanan terpadu dalam bidang perijinan. Sistem tersebut dimaksudkan
untuk lebih menyederhanakan dan mengintesifkan pelayanan masyarakat,

khususnya dibidang perijinan. Berkenan dengan hal tersebut dibentuklah Unit
Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPSTA), sebagai langka awal jenis pelayanan yang
ditangani oleh unit pelayanan tersebut sebanyak 16 macam yang diselenggarakan

oleh 6 instansi.



BAB YV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat
beberapa jenis pungutan yang terdiri pungutan yang bersumber dari Pendapatn

Asli Daerah dan pungutan diluar Pendapatan Asli Daerah. Adapun jenis-jenis

pungutan tersebut yaitu:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba BUMD
4. Penerimaan Dinas
5. Pendapatan Lain-lain
6. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
7. Bagi Hasil Bukan Pajak
8. Sumbangan
9. Bantuan

Dalam analisis data Pendapatan Daerah tahun 1993/1994 sampai dengan
tahun anggaran 1998/1999 terdir dari semua Pos Penerimaan yaitu Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, Penerimaan Dinas, Pendapatan Lain-lain,
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Sumbangan. Secara
jelasnya pembahasan mengenai Peramalan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dengan perkembangan

Pendapatan Daerah itu sendiri yang diuraikan sebagai berikut:

56
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A. Perkembangan Pendapatan Daerah dari tahun anggaran 1993/1994 sampai
dengan tahun anggaran 1998/1999
Data-data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah mengenai Pendapatan
Daerah untuk tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999 dapat dilihat
pada Tabel 4 halaman S58.
Dari tabel dapat dilihat realisasi Pendapatan Daerah dari Tahun Anggaran
19993/1994 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999 yang terdiri dari semua
jenis penerimaan antara lain: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba
BUMD, Penerimaan Dinas, Pendapatan Lain-lain, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,

Bagi Hasil Bukan Pajak, Sumbangan.



Tabel 4
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999

No Jenis 1993/1994 1994/1995 % 1995/1996 % 1996/1997 % 1997/1998 % 1998/1999 %
RP RP RP RP RP RP
1 |Pajak Daerah 1,402,995,137.27 2,294,602,398.84| 63.55 3,950,032,991.25( 72.14 4,904,287,863.05| 24.16 6,307,064,984.82| 28.60 7,229,182,708.87| 14.62
2 |Retribusi Daerah 1,316,589,012.00 1,752,651,285.00] 33.12 2,340,639,446.00| 33.55 2,523,970,420.00| 7.83 3,450,573,395.00 36.71 3,466,829,646.00| 0.47
3 |Bagian Laba BUMD 166,242,204.00 116,071,247.00| -30.18 294,264,422.31] 153.51 570,968,969.33 94.04 708,029,761.57| 24.00 883,219,551.51| 24.74
4 |Pendapatan Lain-lain 175,402,212.17 604,165,550.85| 244.45 421,551,999.28| -30.23 475,672,886.17| 12.84 327,796,749.72| -31.09 1,071,106,365.07| 226.76
5 |Penerimaan Dinas 406,703,510.00 400,930,825.00] -1.42 435,858,600.00 8.71 2,099,323,521.79| 381.65 2,671,416,398.79| 27.25 2,136,076,766.55| -20.04
6 |Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 2,454,668,204.00 3,950,621,209.00] 60.94 4,734,947,449.00] 19.85 6,715,212,909.00 41.82 7,192,169,478.00 7.10 7,578,313,864.00 5.37
7 |Bagi Hasil Bukan Pajak 71,036,197.00 137,029,008.00] 92.90 189,807,829.15] 38.52 136,155,248.40] -28.27 331,707,579.67| 143.62 218,948,111.08| -33.99
8 |Sumbangan 4,866,394,333.00 5,318,508,745.00 9.29 7,205,429,866.00] 35.48| 41,832,759,404.00] 480.57| 53,096,107,527.00| 26.92( 61,021,579,226.00| 14.93
9 [Bantuan 10,262,752,129.00]  10,446,459,532.00 1.79] 11,485,261,673.00 9.94| 11,485,261,673.00f 0.00] 15,098,171,326.00| 31.46| 11,568,740,961.00| -23.38
Jumlah 21,122,782,938.44| 25,021,039,800.69| 18.46| 31,057,784,275.99| 24.13| 70,743,612,894.74| 127.78| 98,183,037,200.57| 38.79| 95,173,997,200.08| -3.06

8¢
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Sebelum mengetahui berapa besar pendapatan daerah, berikut ini akan dijelaskan

mengenai perbandingan Pendapatan Daerah terlebih dahulu

1. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah untuk tahun

anggaran 1993/1994

Untuk perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran

1993/1994 dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5

Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran1993/1994

Jenis TAHUN ANGGARAN 1993/1994 Selisih
No Target Realisasi
1 2 3 3-2

1 |Pajak Daerah 1,429,900,000.00| 1,402,995,137.27| -26,904,862.73
2 |Retribusi Daerah 1,246,450,000.00, 1,316,589,012.00, 70,139,012.00
3 |Bagian Laba BUMD 122,941,712.00 166,242,204.00) 43,300,492.00
4 |Penerimaan Dinas 431,000,000.00 406,703,510.00| -24,296,490.00
5 |Pendapatan Lain-lain 236,306,035.00 175,402,212.27| -60,903,822.73
6 |Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 2,329,397,610.00| 2,454,668,204.00| 25,270,594.00
7 |Bagi Hasil Bukan Pajak 47,471,962.00 71,036,197.00| 23,564,235.00
8 |Sumbangan 4,760,434,520.00| 4,866,394,333.00| 105,959,813.00
9 |Bantuan 10,711,377,000.00| 10,262,752,129.00| -448,624,871.00

Jumiah 21,315,278,839.00| 21,122,782,938.54|-192,495,900.46

Dari Tabel 5 dapat di lakukan perbandingan sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Daerah yang telah ditargetkan pada tahun anggaran

1993/1994 adalah sebesar 21,315,278,839,00 dalam realisasinya menjadi sebesar

21,122,782.938,54 terjadi selisih kurang atau penurunan sebesar 192 495,900,46

terjadinya penurunan tersebut dapat dilihat pada:
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1). Pada Pos Pajak Daerah dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar
26,904,862,73 yaitu dari target anggaran sebesar 1,429,900,000 menjadi
4,402,995,137,27 dalam hal realisasinya.

2). Pos Penerimaan Dinas dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar
24,296,490 yaitu dar target anggaran sebesar 431,000,000 menjadi sebesar
406,703,510 dalam realisasinya.

3). Pos Pendapatan Lain-lain, dalam realisasinya terjadi selisth kurang sebesar
60,903,822,7 yaitu dan target anggaran sebesar 236,306,035 menjadi sebesar
175,402,212,27 dalam realisasinya

4). Pos Bantuan, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar 448,624,871

yaitu dari target yang di anggarkan sebesar 10,711,377,000 menjadi sebesar

10,262,752,129 dalam realisasinya.
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Untuk perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan dacrah Tahun Anggaran

1994/1995 ini dapat di lihat pada Tabel 6

Tabel 6

Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 1994/1995

|

No Jenis Tahun Anggaran 1994/1995 Selisih
Target Realisasi
1 2 3 32
1|Pajak Daerah 2,186,650,000.00| 2,294,602,398.84 107,952,398.84

2|Retribusi Daerah

1,622,300,000.00

1,752,651,285.00

130,351,285.00

3|Bagian Laba BUMD

81,800,000.00

116,071,247.00

34,271,247.00

4|Penerimaan Dinas

438,250,000.00

400,930,825.00

-37,319,175.00

5|Pendapatan Lain-lain 504,500,000.00 604,165,550.00 99,665,550.00
6|Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 3.382,649,259.00| 3,950,621,209.00 567,971,950.00
7|Bagi Hasil Bukan Pajak 65,000,000.00 137,029,008.00 72.029,008.00
8|Sumbangan 5,193,203,000.00/ 5,318,508,745.00 125,305,745.00
9|Bantuan 9,832,511,000.00| 10,446,459,523.00 613,948,5623.00

Jumlah

23,306,863,259.00

25,021,039,790.84| 1

,714,176,531.84

Dari Tabel 6 dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Anggaran yang ditargetkan pada tahun anggaran 1994/1995 adalah sebesar

23,306,863,259 sedangkan dalam realisasinya menjadi sebesar 25,021,039,790,84

jadi mengalami

peningkatan dalam

realisasi

sebesar

1,714,176,531,84

peningkatan dalam realisasi ini terjadi karena beberapa jenis Pendapatan Daerah

yaitu pada pos Penerimaan Dinas saja mengalami penurunan dari target yang

dianggarkan sebesar

438,250,000 dalam

realisasinya menjadi

sebesar

400,930,825. Sedangkan untuk pos-pos yang lainnya semua mengalami

peningkatan.
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Untuk perbandingan Target dan Realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran

1995/1996 dapat di lihat pada Tabel 7

Tabel 7

Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 1995/1996

No

Jenis Tahun Anggaran 1995/1996 Selisih
4 Ta;get Reagsasa 3.9
1|Pajak Daerah 3,784,900,000.00| 3,950,032,991.25| 165,132,991.25
2|Retribusi Daerah 2,441,650,000.00| 2,340,639,446.00| -101,010,554.00
3|Bagian Laba BUMD 223,056,282.21 294,254,422 .31 71,198,140.10
4/Penerimaan Dinas 470,300,000.00 435,858,600.00 -34,441,400.00
5|Pendapatan Lain-lain 516,692,000.00 421,5651,999.28| -95,140,000.72
6|Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 4,580,540,360.00| 4,734,947,449.00| 154,407,089.00
7 |Bagi Hasil Bukan Pajak 172,843,780.00 189,807,829.15 16,964,049.15
8|Sumbangan 17,194,998,285.00| 7,205,429,866.00|-9,989,568,419.00
9/Bantuan 11,402,039,729.00| 11,479,827,378.00 77,787,649.00
Jumlah 40,787,020,436.21| 31,052,349,980.99|-9,734,670,455.22
Dari Tabel 7 dapat di lakukan perbandingan sebagai berikut:
Anggaran yang ditargetkan pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar

40,787,020,436.21 dan dalam realisasinya menjadi sebesar 31,052,349,980.99

jadi mengalami penurunan sebesar 9,734,670,455.22

Penurunan ini terjadi pada beberapa jenis pos penerimaan pendapatan yang

sebagai berikut:

1). Pos Retribusi Daerah, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar

101,010,554 dari anggaran yang ditargetkan sebesar 2,441,650,000 menjadi

sebesar 2,340,639,446 dalam realisasinya.
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2). Pos Penerimaan Dinas, dalam realisasinya terjadi selisth kurang sebesar

34,441,400 dari anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar 470,300,000 menjadi

sebesar 435,858,600 dalam realisasinya

3). Pos Pendapatan Lain-lain, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar

95,140,000.72 dari target yang dianggarkan sebesar 516,692,000 menjadi

sebesar 421,551,999.28 dalam realisasinya.

4). Pos Sumbangan,

dalam

realisasinya terjadi

selisth kurang sebesar

9,989,568,419 dari target yang dianggarkan sebesar 17,194,998,285 menjadi

sebesar 7,205,429,866 dalam realisasinya.

4. Perbandingan Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 1996/1997
Untuk perbandingan Target dan Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran
1996/1997 dapat di lihat pada Tabel 8
Tabel 8
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 1996/1997
No Jenis Tahun Anggaran 1996/1997 Selisih
Target Realisasi
1 2 3 3-2
1|Pajak Daerah 5,802,800,000.00 4,904,287,863.05| -898,512,136.95
2|Retribusi Daerah 2,734,260,000.00 2,5623,970,420.00, -210,289,580.00
3|Bagian Laba BUMD 442 ,884,579.33 570,968,969.33| 128,084,390.00
4/Penerimaan Dinas 1,819,143,640.00 2,099,323,521.79] 280,179,881.79
5|Pendapatan Lain-lain 645,734,000.00 475,672,886.17| -170,061,113.83
6|Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 5,814,333,365.00 6,715,212,909.00| 900,879,544.00
7|Bagi Hasil Bukan Pajak 268,167,100.00 136,155,248.40| -132,011,851.60
8|Sumbangan 41,012,539,600.00| 41,832,759,404.00f 820,219,804.00
9|Bantuan 12,415,664,427.00) 11,485,261,673.00| -930,402,754.00
Jumlah 70,955,526,711.33| 70,743,612,894.74

-211,913,816.59
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Dari Tabel 8 dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Anggaran yang di targetkan pada tahun anggaran 1996/1997 sebesar

70,955,526,711.33 dan dalam realisasinya menjadi sebesar 70,743,612,894.74

jadi mengalami penurunan dalam realisasi sebesar 211,913,816.59

Penurunan ini terjadi pada beberapa jenis pos penerimaan pendapatan yang

sebagai berikut:

1). Pos Pajak Daerah, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar
898,512,136.95 dari anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar 5,802,800,000
menjadi sebesar 4,904,287,863.05 dalam realisasinya

2). Pos Retribusi Daerah, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar
210,289,580 dari anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar 2,734,260,000
menjadi sebesar 2,523,970,420 dalam realisasinya

3). Pos Pendapatan Lain-lain, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar
170,061,113.83 dari target yang dianggarkan sebesar 645,734,000 menjadi
sebesar 475,672,886.17 dalam realisasinya.

4). Pos Bagi Hasil Bukan Pajak, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar
132,011,851.60 dari target yang dianggarkan sebesar 268,167,100 menjadi
sebesar 136,155,248.40 dalam realisasinya.

5). Pos Bantuan, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar 930,402,754
dari target yang dianggarkan sebesar 12,415,664,427 menjadi sebesar

11,485,261,673 dalam realisasinya.
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5. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah untuk tahun

anggaran 1997/1998

Untuk perbandingan Target dan Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran

1997/1998 dapat di lihat pada Tabel 9

Tabel 9
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 1997/1998

No Jenis Tahun Anggaran 1997/1998 Selisih
Target Reaiisasi
q 2 3 3-2

1|Pajak Daerah 7,124,600,000.00| 6,307,064,984.82| -817,535,015.18
2|Retribusi Daerah 3,843,690,000.00| 3,450,573,395.00| -393,116,605.00
3|Bagian Laba BUMD 673,000,000.00 708,029,761.57 35,029,761.57
4|Penerimaan Dinas 2,577,850,000.00| 2,671,416,398.79 93,566,398.79
5|Pendapatan Lain-lain 606,000,000.00 327,796,749.72| -278,203,250.28
6|Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 7,222,876,512.00| 7,192,169,478.00| -30,707,034.00
7|Bagi Hasil Bukan Pajak 261,402,216.00 331,707,579.67 70,305,363.67
8/Sumbangan 46,320,833,100.00| 53,096,107,527.00| 6,775,274,427.00
9/Bantuan 15,846,097,460.00] 15,098,171,326.00| -747,926,134.00

Jumlah 84,476,349,288.00| 89,183,037,200.57| 4,706,687,912.57

Dari Tabel 9 dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Anggaran yang ditargetkan pada tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar

84,476,349,288 dan dalam realisasinya menjadi sebesar 89,183,037,200.57 jadi

mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 4,706,687,912.57

Ada beberapa pos penerimaan yang mengalami penurunan pada realisasinya

seperti:

1). Pos Pajak Daerah, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar

817,535,015.18 dari anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar 7,124,600,000

menjadi sebesar 6,307,064,984.82 dalam realisasinya
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Pos Retribusi Daerah, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar
393,116,605 dari anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar 3,843,690,000

menjadi sebesar 3,450,573,395 dalam realisasinya

3). Pos Pendapatan Lain-lain, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar

4.

5).

278,203,250.28 dari target yang dianggarkan sebesar 606,000,000 menjadi
sebesar 327,796,749.72 dalam realisasinya.

Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dalam realisasinya terjadi selisih kurang
sebesar 30,707,034 dari target yang dianggarkan sebesar 7,222,876,512
menjadi sebesar 7,192,169,478 dalam realisasinya.

Pos Bantuan, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar 747,926,134
dari target yang dianggarkan sebesar 15,846,097,460 menjadi sebesar

15,098,171,326 dalam realisasinya.
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6. Perbandingan Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 1998/1999

Untuk perbandingan Target dan Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran

1998/1999 dapat di lihat pada Tabel 10

Tabel 10
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 1998/1999

Jenis

‘ No Tahun Anggaran 1998/1999 Selisih
Target Realisasi
1 2 3 3-2

1|Pajak Daerah 7,667,861,469.50| 7,229,182,708.87 -438,678,760.63
2|Retribusi Daerah 3,407,050,940.00| 3,466,829,646.00 59,778,706.00
3|Bagian Laba BUMD 880,999,000.00 883,219,551.51 2,220,551.51
4|Penerimaan Dinas 2,036,323,581.50| 2,136,076,766.55 99,753,185.05
5|Pendapatan Lain-ain 422,273,000.00| 1,071,106,365.07 648,833,365.07
6|Bagi HasilPajak/Bukan Pajak 5,784,421,195.00| 7,578,313,864.00| 1,793,892,669.00
7\Bagi Hasil Bukan Pajak 223,864,420.00 218,948,111.08 -4,916,308.92
8|Sumbangan 59,305,427,100.00 61,021,579,226.00| 1,716,152,126.00
9/Bantuan 15,154,169,570.00| 11,568,740,961.00| -3,585,428,609.00

Jumlah 94,882,390,276.00| 95,173,997,200.08 291,606,924.08

Dari Tabel 10 dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Anggaran yang ditargetkan pada tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar
94,882,390,276 dan dalam realisasinya menjadi sebesar 95,173,997,200.08 jadi
mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 291,606,924.08

Ada beberapa pos penerimaan yang mengalami penurunan pada realisasinya

sepertl:
1). Pos Pajak Daerah, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar

438,678,760.63 dari anggaran yang ditargetkan yaitu  sebesar

7,667,861,469.50 menjadi sebesar 7,229,182,708.87 dalam realisasinya
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2). Pos Bagi Hasil Bukan Pajak, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar

4916,308.92 dari anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar 223,864,420

menjadi sebesar 218,948 111.08 dalam realisasinya

3). Pos Bantuan, dalam realisasinya terjadi selisih kurang sebesar 3,585428,609

dari target yang dianggarkan sebesar 15,154,169,570 menjadi sebesar

11,568,740,961 dalam realisasinya.

Dari perbandingan-perbandingan yang telah dilakukan dari tahun anggaran

1993/1994 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 di atas, untuk lebih

jelasnya perbandingan mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dapat

dilihat dalam Tabel 11 di bawah ini

Tabel 11

Perbandingan Pendapatan Daerah
Dari tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999

Tahun Anggaran Target Realisasi | Naik/Turun Selisih
2 3 3-2
Rp Rp Rp
1993/1994 21,315,278,839.00 | 21,122,782,938.54 -192,495,900.54
1994/1995 23,306,863,259.00 | 25,021,039,790.84 1,714,176,531.84
1995/1996 40,787,020,436.21 | 31,052,349,980.99 | -9,734,670,455.22
1996/1997 70,955,526,711.33 | 70,743,612,894.74 -211,913,816.59
1997/1998 84,476,349,288.00 | 89,183,037,200.57 | 4,706,687,912.57
1998/1999 94,882,396,276.00 | 95,173,997,200.08 291,606,924.08

Dari Tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Daerah dari tahun

anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999 selalu mengalami kenaikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui Diagram Balok 2 hal 69 sebagai

berikut:
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Diagram Balok 2
Target & Realisasi Pendapatan Daerah
T.A 19831994 sampai dengan 1998/1999

Keterangan:

= Target anggaran

= Realisasi

Dari diagram Balok di atas dapat dilihat realisasi pendapatan daerah tahuin

anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999 selalu mengalami peningkatan
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B. Peramalan Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 1999/2000 sampai
dengan tahun anggaran 2004/2005
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa antara anggran
Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh mulai
dari tahun anggaran 1993/1994 samapai dengan tahun anggaran 1998/1999 selalu
mengalami kenaikan-kenaikan atau peningkatan-penigkatan yang tidak pasti.
Ketidaktepatan tersebut dapat di lihat dari hasil realisasi dari setiap tahun anggaran
Pendapatan Daerah yang selalu mengalami kenaikan lebih besar dari anggarn yang
ditetapkan.
Untuk peramalan Pendapatan Daerah 1ni terdiri dari semua pos penerimaan
yaitu sebagai berikut:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba BUMD
4. Pendapatan Lain-lain
5. Penerimaan Dinas
6. Bagi Hasil pajak/Bukan Pajak
7. Bagi Hasil Bukan Pajak
8. Sumbangan
9. Bantuan
Untuk mencari peramalan yang dimaksub di gunakan metoda Garis Lurus
dengan persamaan Y = a + bX. Untuk lebih jelasnya peramalan tersebut adalah

sebagai berikut:
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1. Peramalan Pendapatan Daerah dari Pos Pajak Daerah untuk tahun
anggaran 1999/2000 samapai dengan 2004/2005.
Untuk mencari nilai dari persamaan Y = a + bX, digunakan tabel sebagai berikut:
Tabel 12

Perhitungan Trend Pendapatan Pajak Daerah
Tahun anggaran 1993/1994 samapi dengan 1998/1999

}:Tahun X Y XY X2

93/94 | -5 | Rp.1,402,995,137,27 | -7,014,975,686,35 25

t 94/95 3 | Rp.2,294,602398.84 |  -6,883,807,196,52 9
95/96 -1 | Rp.3,950,032,991,25 -3,950,032,991,25 1
96/97 1 | Rp.4,904,287,863,05 |  4,904,287,863.05 1]
97/98 3 | Rp.6,307,064,984.82 | 18,921,194,954,46 9 |
98/99 5 Rp.7,229,182,708.87 |  36,145,913,544 35 25 |

| Jumlah 0 | Rp.26,088,166,084,1 |  42.122580,487.7 70 |

Lalu mencari nilai a danb dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

DY _26,088,166,084.1
n 6

Untuk nilai  a= 4,348,027,680,68

, X XY _42122,580,487.70
X’ 70

601,751,149.82

Setelah itu untuk peramalan tahun anggaran yang akan datang dengan

menggunakan rumus Y = a + bX, sebagai berikut:

Untuk tahun anggaran 1999/2000 Y =4,348,027,680.67 + 601,751,149.82 (7)

Y =8,560,285,729.41

Untuk tahun anggaran 2000/2001 Y =4,348,027,680.67 + 601,751,149.82 (9)
Y =9,763,788,029.05

Untuk tahun anggaran 2001/2002 Y = 4,348,027,680.67 + 601,751,149.82 (11)
Y = 10,967,290,328.69

Untuk tahun anggaran 2002/2003 'Y = 4,348,027,680.67 + 601,751,149.82 (13)
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Untuk tahun anggaran 2003/2004 Y = 4,348,027,680.67 + 601,751,149.82 (15)

Y =13,374,294,927.97

Untuk tahun anggaran 2004/2005 'Y =4,348,027,680.67 + 601,751,149.82 (17)

Y =14,577,797,227.61

setelah hasil peramalan di peroleh untuk lebih jelasnya maka di buat diagram

untuk mengetahui gambaran dari hasil peramalan untuk Pajak Daerah tahun

anggaran 1999/2000 S/D 2004/2005 dapat dilihat pada Diagram Balok 3

03/04 04/05

Diagram Balok 3
Peramalan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan 2004/2005

[ Realisasi

sPeramalan

Tahun
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2. Peramalan Pendapatan Daerah dari Pes Retribusi Daerah untuk tahun
anggaran 1999/2000 samapai dengan 2004/2005.
Untuk mencari persamaan Y= a + bX di gunakan tabel seperti di bawah ini
Tabel 13

Perhitungan Trend Retribusi Daerah
Tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999

Tahun X Y XY X ?
93/94 -5 Rp.1,316,589,012 -6,582.945,060 25
94/95 -3 Rp.1,752,651,285 -5,257,953,855 9
95/96 -1 Rp.2,340,639,446 -2,340,639,446 1
96/97 1 Rp.2,523,970,420 2,523,970.420 1
97/98 3 Rp.3,450,573,395 103,517,20185 9
98/99 5 Rp.3,466,829,646 | 31,838,980,626.75 25

. Jumlah 0 Rp.14,851,253,204 | 30,533,132,870.75 70

Lalu mencari nillai a dan b dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

ZY 14,851,253,204

Nilat a==— = 6 =2,475,208,867.33
n

XY
y_ ZX2 _ 30,533,132,870.75 _ 228.975.721.06

70
lalu di lakukan peramalan untuk tahun-tahun mendatang dengan menggunakan
rumus Y = a + bX, sebagai berikut:
untuk tahun anggaran 1999/2000 Y =2,475,208,867.33 + 228,975,721.06 (7)
Y =4,078,038,914.75
Untuk tahun anggaran 2000/2001 Y =2,475,208,867.33 + 228,975,721.06 (9)
Y=14,535,990,356.87
Untuk tahun anggaran 2001/2002 Y = 2,475,208,867.33 + 228,975,721.06 (11)

Y=4,993,941,798.99
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Untuk tahun anggaran 2002/2003 Y =2,475,208,867.33 + 228,975,721.06 (13)
Y=1545,189,3241.11

untuk tahun anggaran 2003/2004 Y =2,475,208,867.33 + 228,975,721.06 (15)
Y=5,909,844,683.23

untuk tahun anggaran 2004/2005 Y = 2,475,208,867.33 + 228,975,721.06 (17)
Y = 6,367,796,125.35

setelah hasil peramalan di peroleh untuk lebih jelasnya maka di buat diagram

untuk mengetahui gambaran dari hasil peramalan untuk Retribusi Daerah tahun

anggaran 1999/2000 S/D 2004/2005 dapat dilihat pada Diagram Balok 4.

y AR O Realisasi
| ; BElPeramalan

Pendapatan Daerah(dalam milyaran Rp)

0 T T T
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Tahun

Diagram Balok 4
Peramalan Retribusi Daerah
T.A. 1999/2000 sampai dengan 2004/2005
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anggaran 1999/2000 samapai dengan 2004/2005.
Untuk mencari persamaan Y = a + bX di gunakan tabel di bawah ini
Tabel 14

Perhitungan trend Bagian laba BUMD
Tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999
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3. Peramalan Pendapatan Daerah dari Pos Bagiab Laba BUMD untuk tahun

| Tahun X Y XY X2
93/94 5 | Rp.166,242,204 -831,211,020 [ 25
94/95 3 [ Rp.116,071,247 -348213,7411 9
95/96 -1 | Rp.294,254,422.31 -294,254,422.31 1
96/97 1 | Rp.570,968,969.33 570,968,969.33 1
97/98 3 [Rp.708,029,761.57 2,124,089,28471] 9
98/99 5 | Rp.883,219,551.51 4,416,097,757.55 | 25
| Jumlah 0 [ Rp2,738,786,155.72 | 5,637,476,82828 | 170

Lalu mencari nillai a dan b dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Y
Nilar a= Z = 2’738’7866’155'72 = 456,464,359.29

D XY 5637476,.828.28
X 70

= 80,535,383.26

lalu di lakukan peramalan untuk tahun-tahun mendatang dengan menggunakan

rumus Y=a + bX, sebagai berikut:

Untuk tahun anggaran 1999/2000 Y = 456,464,359.29 + 80,535,383.26 (7)
Y=1,020,212,042.11

Untuk tahun anggaran 2000/2001 Y = 456,464,359.29 + 80,535,383.26 (9)
Y=1,181,282,808.63

Untuk tahun anggaran 2001/2002 Y =456,464,359.29 + 80,535,383.26 (11)
Y=1,342,353,575.15

Untuk tahun anggaran 2002/2003 Y = 456,464,359.29 + 80,535,383.26 (13)
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Untuk tahun anggaran 2003/2004

Untuk tahun anggaran 2004/2005

Y=1,503,424,341.67

Y=1,664,495,108.19

Y=1,825,565,874.71
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Y =456,464,359.29 + 80,535,383.26 (15)

Y = 456,464,359.29 + 80,535,383.26 (17)

setelah hasil peramalan di peroleh untuk lebih jelasnya maka di buat diagram

untuk mengetahui gambaran dari hasil peramalan untuk Bagian Laba BUMD

tahun anggaran 1999/2000 S/D 2004/2005 dapat dilihat pada Diagram Balok 5.
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4. Peramalan Pendapatan Daerah dari Pos Pendapatan Lain-lain untuk tahun

anggaran 2000/2001 samapai dengan 2004/2005

Untuk mencari persamaan Y = a + bX di gunakan tabel di bawah ini

Tabel 15

Perhitungan trend Pendapatan Lain-lain
Tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999

Tahun X Y XY X?
93/94 -5 Rp.175,402,212.17 -877,011,060.85 25
94/95 -3 Rp.604,165,550.85 -1,812,496,652.55 9
95/96 -1 Rp.421,551,999.28 -421,551,999.28 1
96/97 1 Rp.475,672,886.17 475.672,886.17 1
97/98 3 Rp.327,796,749.72 983,390,249.16 9
98/99 5 Rp.1,071,106,365.07 5,355,531,825.35 25

Jumlah 0 Rp.3,075,695,763.26 3,703,535,248 70

Lalu mencari nillai a dan b dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai

XY 307569576326
n 6
,_ DXV _ 3703535248
X 70

=512,615,960.54

= 52,907,646.40

lalu di lakukan peramalan untuk tahun-tahun mendatang dengan menggunakan

rumus Y = a + bX, sebagai berikut:

Untuk tahun anggaran 1999/2000

Untuk tahun anggaran 2000/2001

Untuk tahun anggaran 2001/2002

Untuk tahun anggaran 2002/2003

Y=882,969,485.34

Y=988,784,778.14

Y=1,094,600,070.94

Y =512,615,960.54 + 52,907,646.40 (7)

Y =512,615,960.54 + 52,907,646.40 (9)

Y = 512,615,960.54 + 52,907,646.40 (11)

Y =512615960.54 + 52,907,646.40 (13)
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Y=1,200,415,363.74

Untuk tahun anggaran 2003/2004 Y =512,615,960.54 + 52,907,646.40 (15)
Y=1,306,230,656.54

Untuk tahun anggaran 2004/2005 Y =512,615,960.54 + 52,907,646.40 (17)
Y=1,412,045,949.34

setelah hasil peramalan di peroleh untuk lebih jelasnya maka di buat diagram

untuk mengetahui gambaran dari hasil peramalan untuk Pendapatan Lain-lain

tahun anggaran 1999/2000 S/D 2003/2004 dapat dilihat pada Diagram 6.
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5. Peramalan Pendapatan Daerah dari Pos Penerimaan Dinas untuk tahun
anggaran 2000/2001 samapai dengan 2004/2005
Untuk mencari persamaan Y = a + bX di gunakan tabel di bawah ini
Tabel 16

Perhitungan trend Penerimaan Dinas
Tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999

| Tahun X Y XY X2
93/94 -5 | Rp.406,703,510 -2,033,517,550 25
94/95 -3 | Rp.400,930,825 -1,202,792,475 9
95/96 -1 | Rp.435,858,600 -435,858,600 1
96/97 1 [Rp.2,099,323,521.79 2,099,323,521.79 1
97/98 3 | Rp.2,671,416,398.79 8,014,249,196.37 9
98/99 5 | Rp.2,136,076,766.55 | 10,680,383,832.75 25
| Jumlah 0  [Rp.8,150,309,622.13 | 17,121,787,928.91 70

Lalu mencari nillai a dan b dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Y
Nilai a= Z _ 8150309.622.13 - _ 1,358,384,937.02
n

6

XY
b=ZX2 - 17178792591 _ 544 506,970.37

70

lalu di lakukan peramalan untuk tahun-tahun mendatang dengan menggunakan

rumus Y= a + bX, sebagai berikut:

Untuk tahun anggaran 1999/2000 Y = 1,358,384,937.02 + 244,596,970.37 (7)
Y=3,070,563,729.61

Untuk tahun anggaran 2000/2001 Y = 1,358,384,937.02 + 244,596,970.37 (9)
Y=3,559,757,670.35

Untuk tahun anggaran 2001/2002 Y = 1,358,384,937.02 + 244,596,970.37 (11)
Y= 4,048,951,611.09

Untuk tahun anggaran 2002/2003 Y = 1,358,384,937.02 + 244,596,970.37 (13)
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Y=4,538,145,551.83

Untuk tahun anggaran 2003/2004 Y = 1,358,384,937.02 + 244,596,970.37 (15)
Y= 5,027,339,492.57

Untuk tahun anggaran 2004/2005 Y = 1,358,384,937.02 + 244,596,970.37 (17)
Y=5,516,533,433.31

setelah hasil peramalan di peroleh untuk lebih jelasnya maka di buat diagram

untuk mengetahui gambaran dari hasil peramalan untuk Penerimaan Dinas tahun

anggaran 1999/2000 S/D 2004/2005 dapat dilihat pada Diagram Balok 7.
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6. Peramalan Pendapatan Daerah dari Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
untuk tahun anggaran 2000/2001 samapai dengan 2004/2005
Untuk mencari persamaan Y = a + bX di gunakan tabel di bawah ini
Tabel 17

Perhitungan trend Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999

Tahun X Y XY X?
93/94 -5 Rp.2,454,668,204 -12,273,341,020 25
94/95 -3 Rp.3,950,621,209 -11,851,863.627 9
95/96 -1 Rp.4,734,947,449 -4.734,947 449 1
96/97 1 Rp.6,715,212,909 6,715,212.909 1
97/98 3 Rp.7,192,169.,478 21,576,508,434 9
98/99 5 Rp.7,578,313,864 37.891,569,320 25

Jumlah 0 Rp.32,625,933,113 37,323,138,567 70

Lalu mencari niliai a dan b dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

o Y 32.625.933.113
Nilai a= z — ,625,933,11
n

- = 5.437,655,522.17

XY
. ZX2 _ 3TABIBNT _ 533 187.693.81

70
lalu di lakukan peramalan untuk tahun-tahun mendatang dengan menggunakan
rumus Y = a + bX, sebagai berikut:
Untuk tahun anggaran 1999/2000 Y = 5,437,655,522.17 + 533,187,693.81 (7)
Y =9,169,969,378.84
Untuk tahun anggaran 2000/2001 'Y = 5,437,655,522.17 + 533,187,693.81 (9)
Y =10,236,344,766.46
Untuk tahun anggaran 2001/2002 'Y = 5,437,655,522.17 + 533,187,693.81 (11)
Y = 11,302,720,154.08

Untuk tahun anggaran 2002/2003 'Y = 5,437655,522.17 + 533,187,693.81 (13)
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Y =12,369,095,541.70
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Untuk tahun anggaran 2003/2004 'Y = 5,437,655,522.17 + 533,187,693.81 (15)

Y = 13,435,470,909.32

Untuk tahun anggaran 2004/2005 'Y = 5,437,655,522.17 + 533,187,693.81 (17)

Y =14,501,846,316.94

setelah hasil peramalan di peroleh untuk lebih jelasnya maka di buat diagram

untuk mengetahui gambaran dari hasil peramalan untuk Bagi Hasil Pajak/Bukan

Pajak tahun anggaran 1999/2000 S/D 2004/2005 dapat dilihat pada Diagram

Balok 8
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7. Peramalan Pendapatan Daerah dari Pos Bagi Hasil Bukan Pajak untuk
tahun anggaran 2000/2001 samapai dengan 2004/2005
Untuk mencari persamaan Y = a + bX di gunakan tabel di bawah ini
Tabel 18

Perhitungan trend Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999

Tahun X Y XY X ?
93/94 -5 | Rp.71,036,197 -355,180,985 25
94/95 -3 | Rp.137,029,008 -411,087,024 9
95/96 -1 | Rp.189,807,829.15 -189,807,829.15 1
96/97 1 Rp.136,155,248.40 136,155,248.40 1
97/98 3 Rp.331,707,579.67 995,122,739.01 9
98/99 5 Rp.218,948,111.08 1,094,740.555.40 25
Jumlah 0 Rp.1,084,683,976.30 | 1,269,942,704.66 70

Lalu mencari nillai a dan b dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

y
Nilai a2l - 1’084682’973'30 ~ 180,780,662.22
Y4

XY
b:z _ 1,269,942,704.66 _ 18.142,038.64
X? 70

lalu di lakukan peramalan untuk tahun-tahun mendatang dengan menggunakan
rumus Y = a + bX, sebagai berikut:
Untuk tahun anggaran 1999/2000 Y = 180,780,662.22 + 18,142,038.64 (7)
Y =307,774,932.70
Untuk tahun anggaran 2000/2001 Y = 180,780,662.22 + 18,142,038.64 (9)
Y = 344,059,009.98
Untuk tahun anggaran 2001/2002 Y = 180,780,662.22 + 18,142,038.64 (11)
Y= 380,343,087.26

Untuk tahun anggaran 2002/2003 'Y = 180,780,662.22 + 18,142,038.64 (13)
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Y =416,627,164.54
Untuk tahun anggaran 2003/2004 Y = 180,780,662.22 + 18,142,038.64 (15)

Y = 452.911,241.82
Untuk tahun anggaran 2004/2005 'Y = 180,780,662.22 + 18,142,038.64 (17)

Y =489,195,319.10
setelah hasil peramalan di peroleh untuk lebih jelasnya maka di buat diagram
untuk mengetahui gambaran darni hasil peramalan untuk Bagi Hasil Bukan Pajak
tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2004/2005 dapat dilihat pada

Diagram Balok 9.
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8. Peramalan Pendapatan Daerah dari Pos Sumbangan untuk tahun anggaran
2000/2001 samapai dengan 2004/2005
Untuk mencari persamaan Y = a + bX di gunakan tabel di bawah ini
Tabel 19

Perhitungan trend Sumbangan
Tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999

Tahun X Y XY X?
93/94 -5 486,6394,333 -24.331,971,665 25
04/95 -3 5,318,508,745 -15,955.526,235 9
95/96 -1 - 7,205,429,866 -7,205,429.866 1
96/97 1 41,832.759,404 41,832,759,404 1
97/98 3 53,096,107,527 159,288,322 581 9
98/99 5 61,021,579,226 305,107,896,130 25

Jumlah 0 173,340,779,101 458.736,050,349 70

Lalu mencari nillai a dan b dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Y
Nilai DR 173’3408779’101 ~ 28.890.129.850.17
n

,_ D XY _ 458,736,050,349
X? 70

6,553,372,147.84

lalu di lakukan peramalan untuk tahun-tahun mendatang dengan mnenggunakan

rumus Y = a + bX, sebagai berikut:

Untuk tahun anggaran 1999/2000 Y = 28,890,129,850.17 + 6,553,372,147.84 (7)
Y=74,763,734,885.05

Untuk tahun anggaran 2000/2001 Y = 28,890,129,850.17 + 6,553,372,147.84 (9)
Y=87,870,479,180.73

Untuk tahun anggaran 2001/2002 Y =28,890,129,850.17 + 6,553,372,147.84 (11)
Y=100,977,223,476.41

Untuk tahun anggaran 2002/200 Y = 28,890,129,850.17 + 6,553,372,147.84 (13)
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Y=114,083,967,772.09

Untuk tahun anggaran 2003/2004 Y= 28,890,129,850.17 + 6,553,372,147.84 (15)
Y=127,190,712,067.77

Untuk tahun anggaran 2004/2005 Y=28,890,129,850.17 + 6,553,372,147.84 (17)
Y= 140297456363 .45

setelah hasil peramalan di peroleh untuk lebih jelasnya maka di buat diagram

untuk mengetahui gambaran dari hasil peramalan untuk Sumbangan tahun

anggaran 1999/2000 S/D 2004/2005 dapat dilihat di pada Diagram Balok 10
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9. Peramalan Pendapatan Daerah dari Pos Bantuan untuk tahun anggaran
2000/2001 samapai dengan 2004/2005
Untuk mencari persamaan Y = a + bX di gunakan tabel di bawah ini
Tabel 20

Perhitungan trend Bantuan
Tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999

Tahun X Y XY X?
93/94 -5 | Rp.10,262,752,129 -51,313,760,645 25
94/95 -3 | Rp.10,446,459,532 -31,339,378,596 9
95/96 -1 | Rp.11,479,827,878 -11,479,827.878 1
96/97 1 Rp.11,485,261,673 11,485.261,673 1
97/98 3 Rp.15,098,171,326 45,294, 513,978 9
98/99 5 Rp.11,568,740,961 57,843,704,805 25

\ Jumlah 0 Rp.70,341,213,499 20,490,513,337 70

Lalu mencari nillai a dan b dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

>y 70,341,213,499
Nilai a= = = 11,723,535,583.17
n 6
3 20,490,513,337
b= = = 292,721,619.10

X? 70

lalu di lakukan peramalan untuk tahun-tahun mendatang dengan menggunakan

rumus Y = a + bX, sebagai berikut:

Untuk tahun anggaran 1999/2000 Y = 11,723,535,583.17 + 292,721,619.10 (7)
Y =13,772,586,916.87

Untuk tahun anggaran 2000/2001 Y = 11,723,535,583.17 + 292,721,619.10 (9)
Y = 14,358,030,155.07

Untuk tahun anggaran 2001/2002 Y = 11,723,535,583.17 + 292,721,619.10 (11)
Y = 14,943,473,393.27

Untuk tahun anggaran 2002/2003 Y = 11,723,535,583.17 + 292,721,619.10 (13)
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Y =15,528,916,631.47

Untuk tahun anggaran 2003/2004 Y = 11,723,535,583.17 + 292,721,619.10 (15)

Y =16,114,359,869.67

Untuk tahun anggaran 2004/2005 Y = 11,723,535,583.17 + 292,721,619.10 (17)

Y =16,699,803,107.87

setelah hasil peramalan di peroleh untuk lebih jelasnya maka di buat diagram

untuk mengetahui

gambaran dari hasil peramalan untuk Pos Bantuan tahun

anggaran 1999/2000 S/D 2004/2005 dapat dilihat pada Diagram Balok 11
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Dari perhitungan peramalan yang telah dilakukan di atas ternyata untuk tahun-
tahun anggaran yang akan datang megalami kecendrungan naik. Hal ini
terlihat dari semua pos-pos pendapatan. Kenaikan-kenaikan  tersebut
merupakan hasil dari perhitungan semua pos Pendapatan Daerah yang terdiri
dari Pos Pajak Daerah, Pos Retribusi Daerah, Pos Bagian L.aba BUMD, Pos
Pendapatan Lain-lain, Pos Penerimaan Dinas, Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak, Pos Bagi Hasil Bukan Pajak, Pos Bantuan. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 21 halaman 90.



Tabel 21
Perhitungan Peramalan Pendapatan Daerah
Tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2004/2005

No Jenis 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Jumlah

1 |Pajak Daerah 8,560,285,729.41 9,763,788,029.05 |10,967,290,328.69 (12,170,792,628.33 |13,374,294,927.97 (14,577,797,227.61 |69,414,248,871.06
2 |Retribusi Daerah 4,078,038,914.75 4,535,990,356.87 |4,993,941,798.99 5,451,893,241.11 5,909,844,683.23 6,367,796,125.35 31,337,505,120.30
3 |Bagian Laba BUMD 1,020,212,042.11 1,181,282,808.63 |1,342,353,575.15 1,503,424,341.67 1,664,495,108.19 1,825,565,874.71 8,537,333,750.46

4 |Pendapatan Lain-lain 882,969,485.34 988,784,778.34 1,094,600,070.94 1,200,415,363.74 1,306,230,656.54 1,412,045,949.34 6,885,046,304.24

5 (Penerimaan Dinas 3,070,563,729.61 3,669,757 ,670.35 |4,048,951,611.09 4,538,145,5651.83 5,027,339,492.57 5,516,533,433.31 25,761,291,488.76
6 |Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak |9,169,969,378.84 10,236,344,766.46 |11,302,720,154.08 (12,369,095,541.70 |13,435,470,929.32 |(14,501,846,316.94 |71,015,447,087.34
7 |Bagi Hasil Bukan Pajak 307,774,932.70 344,059,009.98 380,343,087.26 416,627,164.54 452,911,241.82 489,195,319.10 2,390,910,755.40

8 [Sumbangan 74,763,734,885.05 (87,870,479,180.73|100,977,223,476.41 (114,083,967,772.09 |{127,190,712,067.77 |140,297,456,363.45 |645,183,573,745.50
9 |Bantuan 13,772,586,916.87 |14,358,030,155.07 |14,943,473,393.27 |15,528,916,631.47 |16,114,359,869.67 |16,699,803,107.87 |91,417,170,074.22
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BAB V1

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya,
maka penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis mengenai perkembangan Pendapatan Daerah dari tahun
anggaran 1993/1994 sampai dengan 1998/1999 selalu mengalami kenaikan.
Kenaikan ini dapat dilihat dari penerimaan dari semua pos-pos pendapatan
yang dari tahun ketahun selalu meningkat bahkan ada beberapa pos
penerimaan yang dalam realisasinya melebihi dari target yang dianggarkan
sebelumnya. Selisih dari target dan realisasi Pendapatan Daerah mengalami
naik / turun dari tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan tahun anggaran
1998/1999 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 93/94 mengalami penurunan sebesar 193,495,900.54
Tahun Anggaran 94/95 mengalami peningkatan sebesar 1,714,176,531.84
Tahun Anggaran 95/96 mengalami penurunan sebesar  9,734,670,455.22
Tahun Anggaran 96/97 mengalami penurunan sebesar 211,913,816.59
Tahun Anggaran 97/98 mengalami peningkatan sebesar 4,706,687,912.57
Tahun Anggaran 98/99 mengalami peningkatan sebesar 291,606,924.08

2. Dari perhitungan peramalan yang telah dilakukan ternyata Pendapatan

Daerah untuk tahun-tahun mendatang mengalami kecendrungan naik.

Dengan penerapan garis trend untuk tiap jenis pendapatan sebagai berikut:

91



92

1. Untuk Pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pos Pajak Daerah
Penerapan Garis Trend Y = 4,348,027,680.68 + 601,751,149.82 X

2. Untuk Pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah
Penerapan Garis Trend Y =2,475,208,867.33 + 228,975,721.06 X

3. Untuk Pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bagian Laba BUMD
Penerapan Garis Trend Y = 4,564,464,359.29 + 80,535,383.26 X

4. Untuk Pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain
Penerapan Garis Trend Y =512,615,960.54 + 52,907,646.40 X

5. Untuk Pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dinas
Penerapan Garis Trend Y = 1,358,384,937.02 + 244,596,970.37 X

6. Untuk Pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari  Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak
Penerapan Garis Trend Y = 5,437,655,522.17 + 533,187,693.81 X

7. Untuk Pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan
Pajak Penerapan Garis Trend Y = 180,780,662.22 + 18,142,038.64 X

8. Untuk Pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pos Sumbagan
Penerapan Garis Trend Y = 28,890,129,850.17 + 6,553,372,147.84 X

9. Untuk Pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pos Bantuan

Penerapan Garis Trend Y =11,723,535,583.17 + 292,721,619.10 X

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa data-data yang penulis kumpulkan

sewaktu penelitian masih kurang. Sewaktu penelitian yang penulis lakukan
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terdapat data-data yang penulis butuhkan tetapi tidak terdapat dalam file

komputer.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian di instansi Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta penulis akan

memberikan saran dan masukan yang sekiranya nanti dapat berguna untuk

perkembangan Pendapatan Daerah pada masa yang akan datang, antara lain:

1.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wusaha
peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Bagian Laba BUMD, Pendapatan Lain, Penerimaan Dinas, maupun
penerimaan di luar Pendapatan Asli Daerah walaupun tidak semuanya
dikelola DISPPENDA, aparat Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk dapat
mengembangkan kinerjanya dalam hal pengembangan administrasi dan
operasional secara profesional dan seoptimal mungkin dengan
memperhatikan faktor-faktor koordinasi antar Instansi dan antar sesama
Bagian yang ada Di Instansi DISPPENDA

Mengingat warga masyarakat sebagai Wajib Pajak maka sangat penting
peranannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui
pembayaran pajak maka usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
akan penting membayar pajak harus ditingkatkan misalnya dengan kegiatan
penyuluhan yang intensif kepada masyarakat yang dilakukan secara rutin,

meluas dan merata.
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3. Dari hasil perhitungan peramalan Pendapatan daerah di atas, sekiranya
menjadi salah satu Bahan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan dalam
mengambil keputusan atas opsi Otonomi Daerah tanpa mengesampingkan

hal-hal lainnya yang lebih penting,
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’)’.
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Bapak Gubernur Kepala Dacrah Istimewa Yogyakarta; .



PEMERINTAR
| KABUPATEN BLEMAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
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OTONOMI DAERAH”

3.Lokast : - Dispenda Sleman
4. Wakte @ Mulat tanggal dikeluarkan s/d 20 - 9- 2000

Dengan Ketentuan :
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.37 POS BiSA LEBIH PERHITUNGAN
. ‘ANGGARAN TAHUN YANG LALU _

T A 238,286,783.10
i JumishPosid

i
] {POS PAJAK DAERAH

'
[ TR

2003 (Pa[ak Potong Hewan 5,600,000.00
1‘ 004 ;Pa]ak Pambangunan | 1,005,000,000.00 .
“ 005 lPa]ak Radio | 0.00
P 006 fPajak Bangsa Asing § 500,000.00 |
j, oos 'Pa)ak Tontonan t 75,000,000. 00
1 009 IPajak Reklame I 10,300,000. 00
k 013 IPaJak Kendaraan Tidak Bermotor ! 20,000,000.00 -
1016 :Pajak Penerangan Jalan 310,000.000.00
037 Pajak Galian & olahan Gol.C 0.00
038 tPajak ABT dan Air Pemuka 0.00
~036 ‘Pajak Pemberian Pas Hewan 3,500,000.00
0.00

069 ;Denda Pajak

i Jumlah ] ﬁ;

?F »pos RETRIBUS| DAERAH ]

w 075 |Pengujian Kendaraan Bermotor : 0.00 .
{076 Leges I 21,750,000.00°
q017 ’DlspensaSI Jafan 18,500,000.00
7 080 IPemeriksaan Pembantaian : 12,000,000.00
' 1 082 |Sempadan/ijin Bangunan i 260,000,000.00
087 Jjin Perusahaan Kecil 52,000,000.00
091 IRSUrBatai Peangobatan 350,000,000.00
092 :Obyek Wisala 72,500,000.00 ’
093 ‘Retl. Reklame 17,200,000.00
¢ 094 Pasar 290,000.000.00
. 097 ‘Pemeriksaan Susu 0.00
+ 098 ‘Bea Lain-lain 85.000,000.00
100 Pemeriksaan Hevsan di pasar 3.500,000.00
' 101 ‘Masil Kartu Ternuk 6,000,000.00
102 ‘TPR/Non Bus 28,000,000.00
- 103 ;Bea Parkir 30000000
%104 ;,Pemberian Pas Hewan 0.00:

23828678310 2

3,763.800.00
978 666,435.77 -
0.00
533,500.00
83,747,357.00
10,414,329.50 ;
20,726,450.00
302.607.865.00
0.00
- 0.00
2.533.400.00
0.00

0.00
25,030,050.00
23,091,907.00
10,461.750.00

323.830,765.00
52.852.850.00

365,882.035.00
78.438,000.00
16,255,120.00 .

310.439.905.00

0.60
48.731.000.00

2.240.400.00
6,005.750.00
28,027.800.00
25,201,680.00
0.00

REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DATI Il SLEMAN

TAHUN ANGGARAN 1993/1994 S/D 1997/1998

5,607,000.00 i

5,600,000.00
1,694,500,000.00 i 1,756,907,893.25 ;
0.00! 0.00
550.000.00 ; 550,250.00 %
90000000001  107,158,805.50 ;
21,000,00000°  21,588,576:20 1 ~
24,000,000.00 | 19,797,250.00 |
350,000,000.00°  374,540,570.00 1
0.00- 0.001
0.00° 0.00°
0.00° 0.00!
1,000.000.00 , 8,452,053.89

1,283.723,341.37
,,;3.7

5.800,000.00 ,
2,107,500,000.00 ;
0.00:
600,000.00 |
115,000,000.00
25,000,000.00 |
30,000,000.00 !
1,500,000,000.00 .
0.00
040
0.00
1,000,000.00

2.294.602.398.84

i

|

000!

0.00;
30.000,000.00 | 27,144,000.00 ]
25,000,000.00 25,157,215.00!
16.800,000.00 * 16,832,370.00

350,000,000.00:  402,428,040.00 |
60,000,00000]  61.488,400.00 !
460,000,000.00,  543,023,800.00 |
140,000,000.00;  131,911,300.00 |
30,000,000.00 30,699,595.00 |
380,000,000.00 ¢  425,905,450.00 |
000! 0.00}
50.000,000.00 ° 11,188,000, !
3.500,000.00 - 2,715,350.00 ‘
8.000,000.00: . 8000600.00:
32,500,000.00 32,878,000.00
33.000,000.00 29,660,640.00 |
3,500,000.00 : 3618,525.00

3 ,784,900,000.00
]

0.00!

184,500,000.00
30,500,000.00 °
17,400.000.00 ;
600,000,000,00 |
70,000,000.00 |

580,000,000.00 |

140,000,000.00 |
48,000,000.0
475,000,000.00 !
0.00
0.00:
3,000,000.00 :
8.250,000.00
36,000,000.00
245,000,000.00 °
4,000,000.00

c9‘5/ 1997

" Realisas
10

1,283,723,341. 37 . B23.085.701 11 B40.085701.11, 76221273558
1283723, 341370 8¢ 0085701 11 84008570111 76221273556
5.801,200.00 5,800,000.00 5.804,800.00 6,200,000.00 .
2,064,040,603.75 . 3.63C.000.000 00  2,262.767,117.92  3,835,000.000 00
0.00] 000 0.00 150,000.000.00
652,000.00 | 5.500,000.00 5.553,750.00 8,400,000.00 °
135.965,203.00¢  150.000,000.00-  150.465200.75-  185000,000.00 ;
28,145078.00!1  1100000006.00,  113,360,027.60 265,000,000.00 ;
29,877,300.0 30000,000.00 ! 23,670,800.00 . 33,000,000.00 i
1,680,137,635.00° 250000000000 2.340.456,980.00  2.640,000,000.00
0.00 G 00 0.00 0.00
0.00° c o0 0.00 0.00
0.00" 0.00 0.00 0.00
5,413,971.50 1,500,000 00 2.209.186.78 2,000,000.00
355003759135 §852600,00000 4 7.174500,000.00
{ R
0.00: 0.00, 0.00 114,000,000.00 ,
36,707,900.00{  188910,000.00  142,876,500.00 190,240,000.00 °
30,500,441.00 : 35,000,000.00 33,000,000.00 40,000,000.00 :
17,946,300.00 ° 17,400,000.00 17,402,300.00 18,600,000.00 !
576,056,595.00:  6005,000,00000  484,719,835.00 600,000,000.00
76,375,600.00;  100,000,000.00 104,201,000.00 125,000,000.00 :
637,371,470.00}  750.000,000.00 763.698.900.00  1,425,000,000.00 °
131,484,600.00 ! 0.00- 0.00 0.00:
51,875,345.00 | 85,000.005.00 80,583,070.00 116,000,000.00 ;
492,676,505.00]  665,000,000.00 656,064.565.00 825,000,000.00 :
0.00! 2.700,000.00 2.706.300.00 3,000,000.00 -
0.00: 500 0.00 0.00
3,000.150.00 300000000 °  3.002.300.00 3,000,000.00
8,262,000.00 §.250.00% 00 8.254,800.00 8,350,000.00
36,055,800.00 000 0.00 96,500,000.00
238,322.290.00 28%.000,000.00 213,458,450.00 275,000,000.00
4,004,450.00 ! 4,002,400.00 4,000,000.00 -

4,000,000.00

{95785 ™

6307064984821

_ Realisasi__
iz

762.212.735.56 -
762 212,735 56

472277,552.47 .
472.277,552,47 ;

971,400.00

6.259.400.00 ;

3.090,316,479.08 1  3,417,065,000.00 !
9,675,600.00 I 583,200.00:
7.412,500.00 | 1,672.500.00

162,873,826.00 J
265,026,444.80

107,849,451.00 !
318,000,000.00;

17,027650.00, 57ooooo
2.747,465.560.00: 3,100,000,000.00 !
0.00' 10,000.000.00 ¢

0.00:  709,662.918.50

i 0.00.
1.007.524.94 2,000,000.00

7,667, }
| ;
115,900,000.001
26,121,900.00
1,891,000.00 |
15,630,000.00 !
391,696.010.00  310,000,000.00!
125,173,700.00 125,000.000.00 .
139870177500 1,740, 650,000.00 :
0.00 } 0.00
116,000,000.00 ¢ 13,538,085,00 ;
811,107,695.00 866,000,000.00 ,

114,200,350.00 ;

177,045,700.00 |
37,159,208.00 |
18,896.925.00

«3,033.875.00| 469,025.00 1
0,00} 0.00
3.003,550.00° 451,950.00°
8.350,800.00 ° 0.00
97.254,700.00 96,500.000.00 °
144,940,806.00 93,295,480.00
4.006.300.00 603,500.00

472,277,552.47 .
472,277,552.47

971,400.00
3.052,842,437.63
583,200.00 *
1,672,500.00 :
117,276,928.00 ;
309,498,507.20 !
57,000.00
3,282,901,725.00 ¢
1,729,267.00
460,728,852.00

920,892.04

101,002,400.00 :
30,492,700.00
2.141,000.00
15,630,500.00
353,257,470.00 ¢
128,774,500.00
1,744228,661.00 °
0.00
13,538,085.00
879,820,350 00
469,025.00
000"
451,950.00
0.00
110,640,400.00
85,709,105 00
603,500.00

4 1 — . H et e e -
i Wdumiah . o 1622,300,000.00;  1,752,651.285.00} _ 2,441,650,000.00: 2,34 4.260,000.00 2,523.970.420.00 3843,650.000.00 3,450,573,395.00 '. . C 546,00
Tl I N : T ‘
. iPOS BAGIAN LABA BUMD ; ; i : : i : _ !

i 121 ‘Bank Pembangunan Daerah : 0.00: 0.00 0.00; 000; 12095628221  120956282.31)  257.884579.33  257.884569.33, 353000000007  342,735941571  410999000.00] 40312216151
122 ‘PD Air Minum 000. 0.00 1,800,000.00 ; 1,800,00¢.00 2,100,000.00 2,10000000;  10,00000000 10,000,000.00 20,000,00000¢  20,000000.00]  125000,000.00;  105000,000.00
125 PD Bank Pasar 122,941,712.00 )  166.242.204.00 80.00000000;  114771247.00] 10000000000,  171,198,140.00{  175,000,000.00 303.084,400.00 30000000000,  345299,620.00|  345.000,000. oo[ 375,097,390.00
: Jumlah Post23 T 92.841,712.00 . 166.242,204.00 __ 81,800,000.00: _ 116,071,247.001 _ 223056282211 294 254,422,911  422.884579.33 “'-Q@Egﬁs‘g‘éi | 673,000,000.00: _ 708,029,76157]  880.999.000.00] _ 883.219.55151"
i ; ; T ; 001, 8832195515

! tpos PENERIMAAN DINAS 2 X j ! ; 1 i
i 141 {Penerimaan Sekretariat i 172500,000.00/  146069250.00:  150,000,000.00;  149,826,100.00]  145000,00000,  112,215750.00|  132,500,000.00 144.983250.00 0.00 0.00 0.00 0.00]

' 142 JPenerimaan DPU (Bina Marga) i 105000,000.00 96012550000  120,000,000.00 83,498,500.00 90,600,000.00 78,195,500.00 60,000,000.00 64,296000.00;  87,800,000.00 82,334,550.00 53,000,000.00 51,580,100.00 ! -
| 143 jPenerimaan Din. Peternakan 0.00 0.00: 0.00 0.00 0.00 0.00 76,000,000.08 76,089.000.00:  140,000,000.00}  141,029,000.00|  209,129,000.00|  212,849,000.00 \
| 144 {Penerimaan Din. Pertanian 13,500,000.00 13505,765.00:  14,250,000.00 14,318,775.00 15,000,000.00 15,139,250.00 10,050,000,00 10,375,350.00°  10,500,000.00 10,512,445.00 11,500,000.00 11,679,000.00 !
{ 146 [Penerimaan Din. Kesehatan 140,000,000.00;  151,115,975.00:  154,000,000.00;  153287,450.00|  173,000,000.00;  184,113,750.00|  195,000000.00| 200,517,850.00°  468,000,000.00(  462,856,590.00| 545300,000.00|  547.182.505.00 |
147 IPenerimaan Kantor BPN/Dn Kepddk 0.00 0,001 0.00 0.00 46,700,000,00 46,194,350.00 95,500,000.00 97,244500.00°  228,000,00000|  233,668,500.00|  241,557,500.00 |  247,223,250.00 ;
| 149 {Penerimaan Dinas Cipta Karya 0.00 000! 0.00 0.00 0.00 0.00 7500000000;  §7,035000.00. 10500000000 11453200000  125000,000.00|  138,016,800.00 1
1450 {Penerimaan Dikas Pariwisata 0.00 | 000! 0.00 0.00 0.00 000| 210,000,000.00;  210,17530050:  397,300,000.00| 455634,960,00|  456,000,000.00|  463.888.604.05 :
£ 151 iPenerimaan Dinas LLAJ : 0.00! 0.00° 0.00 0.00 0.00 000| 176393640001  175343,900.00 0.00 0.08 0.00 " ool '
| 152 {Penerimaan Dinas Pertambangan | 0.00 0.00 } 0.001 0.00 0.00 000| 750,000,000.00; 1032,622971.29, 1,100,000000.00! 1,133,038,653.79|  380,337,081.50|  445,737.257.50 ;
§ 153 IPenarimaan Dinas Perikanan 0.00! 0.00: 0.00 0.00 Q.00 0.00 6,200,000.00 12,420,400.00 " 8,250,000.00 11,647,500.00 11,500,000.00 14.914.750.00 | y

154 iPeneQmaan Dinas Perkebunan 0.00 0.00; 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 32,500,000.00 18,220,000.00 : 33,000,000.00 26,162,200.00 3,000,000.00 3,005:500_00 . lx

tJumiah Pos 12,4 1. T431.000.000.00 | 406,703510.00; _ 436.250,000.001 _ 400,930,825.00] _ 470.300.000.00 - 435858,600.00| 1519.143,.640.00] 2.089.333521.70 | 2577 856,000.00 2,671,416,398.79| 2036,32358150] 2,136076,76655 | ' * ;



& TTIPOS PENDAPATAI

181 |Hasil Penjuatan Milik Daerah

: 182 {Dana Ex Ciaim

' 183 :Jasa Giro & Bank
184 1Penerimaan Oeviden BPD DIY
185 |Sumbangan Pihak Ke Tiga (lll)
186 ‘Macam-macam Penerimaan
190 i’Penerimaan Lain-fain

T —

lBAG HASIL PAJAK /BUKAN PAJAK !
{Pos Bagi Hasil Pajak: ;
1191 ‘Pa]ak Bumi dan Bangunan (64,8%) i
. 192 {Bag. Pajak Kendaraan Bermotor ,
* 193 |Penyisihan Penerimaan PBB Tk
194 |BPHTB

‘Jumiah Pos 1

-POS BAG! HASIL BUKAN PAJAK

1993/1994

000
45,000,000.00
0.00-
0.00
0.00:
191.306,035.00 -
00

IYB4/ 199D

0.00]

47,838,632.00 |

0,001
0.00;
0.00!

127,563,580.17 ¢
o.oo‘,

0.00
55,000,000.0

20,000,000.00 :

64,500,000.00

215,000,000.00 ;

150,000,000.0

0.00"

i

T

(
0.00:
60,973,630.00

50.225.610.00 |

64,756,474.40

227,626,532.00

200,583,304.45 .

000’

1,548,898,570.00
780,499,040.00 :

0.00:

0.00

-201 Aluran Hasil Hutan \ 30,000,000.00 ¢

203 {Sumbangan Devetdifikasi Cengkeh 671,962.00

1205 1Pembenan Hak Atas Tanah Pem 15,000,000.00
1,800,000.00 |

206 fKnmp Ret. Tmk 7 Pen. Ret Kpd Desa

Quemiah Pos §

-POS SUMBANGAN
211 |Ganjaran
212 {Subsidi Perimb. Keuangan Negara
213 {Subsidi Pembiayaan Penyzl. SON
214 :SBO-RSDO Sleman
216 [Tunj. Kurang Pengh. Aparal Desa
217 -Subsidi Oati ii Percontohan
218 :SBBO Petanian
219 -S88-POD
220 ‘Sumbangan Darn Tirgkat |
Jumlah Pos §.4.1

‘POS BANTUAN

222 ‘Bantuan Pembargunan Dat i

223 ‘Baniuan Pembg Desa Tertinggal
224 Bantuan Pembargunan SD

225 :Bantuan Pemb Sarana Kesehatan
+ 226 Bantuan PMTAS

227 Banluan Pembangunan Desa

228 Banfuan P30T

229 :SPABP-YUDP

230 :Bantuan Pusat OR ADB 1232 INO

EQS PINJAMAN PEM DAERAH

|P|njaman Dari ADB

Jumiah Pos 151

0.00 .
0.00°
0.00"
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000,

| 476043452000

0.00
0.00
0.00
0.00:
0.00
0.00
0.00 -
0.00,
0.00

175,402,212, 17‘

7,932,075.44

~4,833,500,000.0

504,500,000.00 ;

75,168,2121 306.69

Target ]
7

000"
56,000,000.00°
70,000,000.00 -

0.00

215,000,000.00
175.692,000.00 ;

0.00

7,436 égs_.z

/

1,645.690,074.00 ;
808,978,130.00 .

000
0.00°

45,000,000.00 }
5,652.975.00 |
18,583.222.00
1.800,000.00 -

0.00!
0.00

0.001
0.00
0.00:
0.00

0.00°

0.00
0.00
0.00;
0.00
0.00:
0. 00:’
0.00
0. 00
0.00;

2,308,991,000.00
1.073,658,259.00 |
0.00°

0.00

40,000, 000 00
.00

25,000, 000 OO
0.

237.500,000.00
4,759.858,000.00 _

0.00
39,250,000.00
0.00
0.00

65,817,000.00 .
82,889,000.00
8

7,053.291,000.00
168,941,000.00
491,550,000.00

575,357,000.00 _

182,780,000.00
568,050,000.00
0.00
792.542,000.00
0.00

10,416,458 523 ¢

i
|
2,860,047,201 001

1,090,574,008.00 |
0.00!

60,000,000.00

0,

77,029,008.00 .

0000000 1T

237,500,000.00 |
4,838,079,785.00 :
0.00
39,250,000.00 |
0.00
36,428,600.00 ;
65,817,000.00 ;
93.544,360.00 :

7,657;448,453,00

168,914,000.00 ¢
491,527,500.00
574,808,688.00 |
182,445,960.00 !
576,620,000.00 '

0.00;
794,694,892.00 |

0.00!

957,043,000.00 ¢

574,142,020.00 :

49,355.340.00
0.00

2.
1

40,000.000.00

80,000,000.00 "
52,843.,780.00 ;

000"

58,397,575.00

77,782,028.00

0.60
£66,400,128.80

218,972.267.48 -

0.00

3.112,345,765.00 .

1.573,246,344.00 -
49.355,340.00
0.00

50,736,862.15
0.00

86,227,167.00 -
52,843,780.00

42155199928

9,734,000.00 |
59,000.000.00 -

100,000,000.00 °
0.00
215,000,000.00
0.00

262,000,000.00 °

" '645,734,000.00

3,974,103,000.00 ¢

1,775503,445.00

64,726,920.00 -
0.00

80,000,000.00
25,050,000.00
85,000,000.00
78.117,100.00

3,365.00

9,734,672.00 -
59,067,930.00
52,197.145.00
0.00
60.290.000.00
294,383,139.17
0.00

4,876,694,892.00
1,773,791,087.00

64,726,920.00

0.00

16.715212909.00

40,711,967.40
25,050,000.00
70,393,281.00

0.00

47567288617
22366034 1

0.00]
54,000,000.00
75,000,000.00 '

75.000,000.00
0.00
402,000,000.00

 506,000,00000°
0.000.00

}
5,064,372,072.00 |

2,078,566,040.00 |
79.938,400.00

0.00:,

722287651200

80,000,000.00 .
25,050,000.00!
85,000,000.00 |
71,352,216.00

0.00
55,571,045 OOr
67,622,538. OO

0.00
38,950,000.00

165,653,166.72

TR

t 4

e

" KETERANGAN:

0.00
56,500,000.00
75.000,000.00 ;

0.00!
73,000,000.00

217,773,000.00

0.00

i

49,416,680.00

120,702,710.25

0.00°
73.000,000.00

0.00
827,986,974.82

42227300000 1,071,106,365.07

13

13.464,881.289.90

1

l
4,968,369,009.00
2,138,907.669.00 !
84.892.800.00
0,00

71

113,945,557.17
27,027,000.00°°

119.382,806.50i
71,352,216.00 ;

172.843,780.00 .

" T189,807,829.45

~268,167,100.00 :

260,000,000.00 °
15,451,223,000.00
371,001,000.00

65,163,000.00 :
38,034,000.00 '
0.00
92,000,000.00 ¢
595,127,000.00

7,856,407,000.00

137,721,000.00

530,252,000.00

322,790,000.00

311,983,000.00

630,3201,000.00
0.0

1,106,693,999.00
505.872.730.00

0.729.00

1147982737

452,847,000.00 ;

i

235,500,000.00

5,515,544,381.00 - 39,077,901,850.00
371,001,200.00 .

65,163,000.00

26,424,000.00°

0.00
92,000,000.00
360,000,000.00
322,450,265.0

7.947,733,538.00
137,609.130.00
530,223.600.00
321,557,000.00
311,658,250.00
630,320,000.00
0.00
1,104,490,726.00
496,235,634.00

407,815,800.00
249,938.000.00
43,074,000.00
401.733,100.00
0.00
391,004,000.00
205,572,850.00 _

8.274,445,000.00
20,205,000.00
572,522,000.00
162,761.000.00
0.00
636,500,000.00
0.00
2,024,137,087.00
725,094,340.00

5864 427.00 11,48

248,460.000.00
39,823,672,699.00
407,816.000.00
249,938,000.00
30.114,000.00
493,130,562.00
0.00

495 ,661,043.00
00

8.257,966.961.00
20,205,000.00
570,016,510.00
162,761,000.00
0.00
636,500,0C0.00
0.00

1,112,725,657.00
725,086,545.00

167300 15

POTONGAN B!AYA PUNGUT PBB !
Pofongan Biaya Pungut PBB
63 iPenerimaan luran Dana Hari Tua

i Numiah Pos 1.5.2 -

13615524840

231,500,000.00 |

iR
261,402,216.00

T

|

A
231,500,000.00 |

331,707 57867

14,414.507,991.00

{

i

4,979,017,380.00 |

407,669,085.00 |

77,734,730.00 | i
320,000,000.00 ¢

5,784,421,185.00 -
80,000,000.00
32.432.400.00 ¢
85.000,000.00 |
26,432,020.00 }
i

279.620000.00

44,617,992,000. 00 51,349,456,795. 00( 56,785,460,000.00 |

456,059.000.00 1
109,766,000.00 1
153,954.000.00 §
401,733,100.00 1
0.00;
345,104, ooo 00!
25,

10,872.626,000.00 °
40.000,000.00
562.366,000.00
207,220,000.00 |
320,965,000.00 }
610.600,000.00 *
600,000,060.00
2,509, 716,460.00
122,604,000.00 I

456,059.000.00
109.766,000.00
163,122,000.00 {
436,374,732.00 ;

0.00
345,104,000.00 ¢

10,860,983,154.00
40,000,000.00

562,330,200.00
207,220,000.00
276,959,000.00
610,600,000.00 ;
600,000,000.00 i
1,821,733,004.00!

. 118,345,968, oo-

et
|

597,399,000.00 ]
407,564,000.00 ;
188,922,000.00 !
442 ,486,600.00 [

0.00/
602,671,000.00

10,355.704.000.00

855,733,000.00 |
293,239,000.00 |
361,171,000.00 |
610,600,000.00 |
0.00
0.00

2, 677‘722,570.00—[’

zzsgei.azo,.o@

14,786,415,038.00

6,227,708,141.00 -
407,669,085.00
77,734,730.00 -

865,201,908.00

7.578,313,8R4.00

99,538,492.08
32,432,400.00
59,440,699.00
27.536,520.00

279,620,000.00
58,508,181,565.00
597,399,000.00
407.564,000.00

218.948,711.08

188.922,000.00 _
437.021,661.00 |

602,871,000.00

10,304,757,461.00
0.00
505,994,500.00
15,626,000.00
192.823,000.00
549.540,000.00
0.00 :

!

0.00
0.00;

e _..000 —...DO0! 83916700000 _837.44075300! 459.784000.00. _ 459,054.727.001 _426,130.800.00: 47740549000 __ 297.358,00000,  296,420,267.00: i .
0.00 000 _ 839,167,000.00 _ 837,440,753.00 1 _ 459,784,0Q0. oo 459,054,727.00;  426,139,800.00 __ 477,405490.00  297,358,000.00 ;  296,420,267.00 | 0.00]
| ; | i |
; 0.00| 0.00 0.00 - 0.00 0. oo 000 | 0.001 0.00! 0.00 0.00] 44433000000  426,309,696.00
naHariTva _ : 0.00 | 000l 000 ___ ©000] 0.00, 0.00 ___000: 0.00 . 6000 0.001 6.615,732.00 5,892,974.00 ;
R 0.00] 0.00; 0.00: 0.00; 0.00 0,00 0.00! 0.00° 0.00 0.00{




; . _._1993/1994 _.._log4nmges oo l995t1996 . __19eeenee7 . ey/igys 0 1998/1999 !
JENIS Targer I Realisasi " 7 'Realisasi " 1. _Reslisasi ___ Targel i Tagel 1 Realisasi __XETERANGAN
e e e 3 | 6 TR T T ’ '7 10 e 11 i T e i
REWAB I | * I ; T '
PENDAPATAN ASLI DAERAH ' ] ‘ ‘ ! .‘ I /
Pos 1.2.1 Pajak Daerah 142990000000 1,402,995,137.27 2,186,650,000.00 | 2,294,602,398.84| 3,764900,000.00 385003299125 5.802,500,000.00 ] 4,904,287,863.05 7,124,600000.00 6,307,064,984.82 7,657,861,469.50  7,229,182,708.87
Pos 1.2.2 Retribusi Daerah 125,250,000 00 1.315.559.012.00[ 1622,300,000.00 | 1,752.651.285.00 244165000000 2,3:0.639.44600 273426000000, 2523970.420.00  3,843,690.000.00  3,450,573.395.00 | 3,407.050,940.00' 3,466,829,646.00 :
{ Pos 1.2.3 Bagian Laba BUMD 12294171200 16624220400,  81,600,000.00| 116071,247.00! 22305628221  26£.254422.31 44288457933 570,966,969.33 67300000000  708,029.76157 88099900000 88321955151
:Pos 1.2.4 Penerimaan Dinas 43160000000 406.70351000;  436,250,000.00]  400,930,825.00]  470,300,00000  <35.858,60000° 1819,14364000; 2099323521.79  2577850,00000  2571,416398.79° 2.036.323,58150 2,136,076,766.55 .
12055199928 64573400000 47567288617 60600000000  327.796.749.72: 42227300000  1.071,106,365.0?

Pos 1.2.5 Penerimaan Lain-lain 236.306,035.00 175.402.212.17{ 504,500,000.00 )  604,165,550.85;  516,592,000.00
- { i

Y .10 21,361,069.721,54 | 24,436.868,433.01 |_26,149,318,718.70 ' 42.530,527,777.58 3

.. 3.466597,747.00, 3,467932,075.44] _ 4,833500,00000] 5, 2

2854936 72221.752.212.44 | 72,061,104.08585 8553542002356 90.241,670.203.13 | 85,805,613,56
i 10,574,223 660,34 14,625,140,000.00 ; .

96,078,477,422.55

Jumigh APBD

L. __WUMLAHPADS

Sleman,

= ’ . Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Dali ll Sleman

<
DRS. ISWOYGQ HADIWARNG
Pembina Gol. iV/a
NIP 010 162 497



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI
1. Nama : Ferdinandus Tagung
2. Umur : 24 tahun

3. Tempat, tanggal lahir : Ruteng, 07 juli 1976
4. Agama : katholik
5. Alamat : JIn. Pelita No. 23 Ruteng

Manggarai-Flores-NTT

RIWAYAT PENDIDIKAAN

1. Sekolah Dasar SDK RUTENG 2

2. SLTP NEGRI 2 RUTENG

3. SLTA NEGRI 2 RUTENG

4. Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi

Universitas Sanata Dharma

tahun

tahun

tahun

tahun

1983-1989
1989-1991

1991-1994

1995-2001




